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Fitri Faffisssi

ADOPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Fitri Rafianti
Doger Tetap Fakulias Huken,
iniversitas Pembargunan Panca Budi
fitriraflantiEemail com

ABSTRAK

Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah *Adopsi” yang dimakswd
adalah mengembil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilskukan
demi umtuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak anghat
tersebut kedalam prakiek kehidupan masyarakat kerena tdak mempueyai ansk sty karena
tidak mempunyal anak laki-laki atas perempuan.

Dalam masyarakat yang berancka ragam kebiassan dan sistim peradabannya
banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atan mengadopsi anak, dilihat dari
kehidupan schari — hari, penganghkatan anak lebih hanyak berdasarkan atas pertalian darah,
schingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut terganiung kepadanya, adapun harta
kekaynan juga tergantung spakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darsh atau
tidak Demikian juga kedudukan annk tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh
perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu.

Kehiasan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan
dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullsh shallaliahs ‘wlaiki wa sisilam
sendiri melakukannya, ketika beliou shallallshu ‘alathi wa sollasm mengadops] Zaid bin
Haritsah, schingga dalam hal ini Islam sebagai agama yang raimmalas Hi plamin wk luput
mengatur masaleh edopsi yang tertuang dalam Al gur'an Surgh Al- Ahzab 4-3

e L 5 g0 b (4) ot i sby 30 ok gl 18050 1008 ] el e
iy el (5 g LRI Up

“Dia (Allah) ridak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagel anak-anak kandung kallan
(mendirl). Yang demikian ity (mengangpop mereka sebagal anak) hamyaloh perkataan kaliar
dli mcfut kalian saja, dan Allah mengaiakan yarg sebenarmya dun Dia menunjukkan jolan
frang benar). Panggilah mereka fanak-anck angkat ity dengan (memakal) nama bapak-
hapak mereka, inlak yang lehik adil pada sisi Allak. Jika kalian tidak mengetabni hapok-
bapak mereka, maka (panggilal mereka sebagai) seudara-saudara kallam secgama dan
maulp-manta kalian, * [Q5 Al Ahasb: 4-5].

Kata Kunel: Adopai & Hukum lslam

FENDAHLULUAN

Pernikahan adalsh sesuaty jalan yang fitrah yang akan dilali manusia, pernikahan juga
memiliki heberapa tujuan salah satunya adalah memilike keturunan, memiliki keturunan aizu
mempunyni anak merupakan sustu naluri manusia dan alamish, Akan tetapi kadangkala
naluri it terbentur pada takdie Tlahi dimana kehendak seseorang ingin mempumyai angk
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lidsk tercapai,oleh karena s sehab atan hal tertenty. Oleh karena itu, rasanya kurang
lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran ssorang anak, Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa
kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya dir
hagl pasangan suami istri,

Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah “Adopsi™ yang dimaksud
aclalah mengambil anak orsng lain menjadi ansk sendiri dengan melalui suatu dilakukan
demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari arak angkat
terschut kedalam prakiek kehidupan masyarakat karena tidak mempunysi anak atau karena
tidak mempunysi anak laki-laki atau perempuan.

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Baral disehuat Adopsi. Dalam kamus
hukum kata adepsi yang bersasal dari bahasa latin adapiion diberi arti pengongkatan anak
sebagai anak sendirl. Adopsi adalah pencipiaan hubungan orang tua anak oleh periniah
pengadilan antara dua pihak yang blasanya tidak mempunyai hubungan’ keluargn.

Fengangkatan anak adalah suntu perbuatan hukum yang mengalikkan seorang anak dari
lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersehut, kedalam lingkungan keluarga orang
tua tersebut, kedalam lingkungan keluargs arng fua anghkat.

Secara terminologi para shli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi
amvtarn Jain: Amak orang lain yang dismbil dan disamakan dengan anaknya sendid (Kamus
Besar Bahasa Indonesia Web_id), Adopsi, sustu cara untuk mengadakan hubungan anturs
orang tus dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan (Ensiklopedia
umizm). Binsanva adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan
anok bagi orang tua yang tidak memiliki anak.

Sedangkan dalam bahasa arab adopsi disebut sabbani diartikan dengan mengambil
anok angkat (Prof Mahmod Yunus: Kamuos arab Indonesia) dan menurul kamus munjid
diartikan dengan menjadikannya sebagai anak (Maderis Zaen! 5H : 1985) Hukum Islam
sendiri mengenal masalah adopsi telah disinggung dalam Q.5 Al- Alzab ayat 4-5 dalam
kasus Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat Nabi dipanggil dengon nama Zaid bin
Muhammad, dalam hal ini ada hal — hal yang tidak bolch dilckatkan pada pengangkotan anzk
seayal dengan scbush riwayat yang menyntakan.

3o ol o Al gl a0 A gl B D e el

* Barang siapa meryandarkan diriya kepada selain bapakmya, atou kepada xelain man-
maka la akan mendapatkan laknat Allah yang berkelanjutan hingga dotang facrri
kiamer, " (HE Abu Dvawd),

Akibat adopsi yang demikian itu ialsh bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki
stams schagai anak sngkat yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sebelum
melaksanakan adopsi ity calon orang tua harus memenuhi sysrat-syarat untuk benar-benar
dapat menjamin kesejahtersan bagi anak.

SYARAT - SYARAT ADOFSI

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengaius tenlang pengangkatin
anak amtar Warga Megara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan penganekatan yang
langsung dilakukan antara orang ua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga
tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang
tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parenf adaption).
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Mengadopsi anak adalsh  harus  terlebih  dahule  mengajukan  permohonan
pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeni di tempat anok yang skan diengkat it
berada, dan diajukan ke panitera, permohonan diajukan dan ditandatengani oleh pemobon
sendiri atan knasanys, dengan dibubuhi matersi secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua
Pengradilan Negeri yang daerah hukumnya melipati tempat tinggal/domisili anak yang akan
dexnghat,

Syarat-syarat vang harus dipenchi oleh seseorang untuk  dapat  melaksanakan
pengangkaian anak adalah:

. Seorang faki-laki vang sudah stau pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak laki-
laki,

Sumi istri bersama- .

Seorang winita yang telah menjadi janda, dengan ketentuan tidak ads lasangan untuk

melkukan pengangkatan anak oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang

ditinggalkannya dan ia tidak telah kawin bagi,

bl o

Mengangkat scorang anak melalui prosedur yang benar, dijamin tidak ada masalah di
kemudian hari, Tidak sedikit kasus adopsi anak hanya berbekal keterangan potaris. Padahal,
seharusnya melalui proses sctahap demi tahap untuk memastikan calon crangma adopsi
kayak dan manipu. Terdapal sembilan persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan
Kepuusin Menteri Sosial BRI Mo 41/HUEKEKepVII/1984 temtang Peunjuk Pelaksanaan
Perizinan Pengrngkatan Anak

I} Pasangan hares berstatus menikah dengan usia minimal 25 tehun dan maksimal 43
lahun.

2) Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telsh meniksh pada tshun sast
pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secars tertulis berisikan
keterangan, seperti tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak
memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atag hanya memiliki seorang anak angkat,
tetapi fidak mempunysi anak kandung.

3} Hams memiliki kondisi kevangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat
keterangan dari negara asal pasangan tersebul

4) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku hagi
pesangan yang bukan Warga Megara Indonesia (WNI).

5) Sural keterangan kelakuan baik dari kepolisian dan surst keterangan dokter yang
maryatnkan pasangon tersebut adalah schal secam jasmani dan rohani.

6} Telsh menetap sekurang-kurangrya tiga mhun di Indonesia yang dibuktikan dengan
m}mewmmmwmwwywm

7} Telah merswat dan memelihara anak yang akan disdops: tersebut sekurang -kurangnys
enam bulan untuk anak balita, dan sam tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun,

8) Surmt pemyataan secara tertulis yang meaystakan bahwa pengangkatan tersebut
memang sermati-mata untuk kepentingan dan kessjahteraan anak vang bersangkutan.

9) Adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami isiri, tetapi juga dibolehkan
untuk wanita atsu pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi vang kuat untuk
mengasuhanya.

Selnjuinya prosedur resmi jika warga ingin melakukan adopsi di Indonesia adalsh -

1} Pengangkatan anak atou adopsi bisa dilakukan oleh oranghea yang berasal dari Warga
Megara Indonesia dengan Wirga Negara Indonesia (WNI-WNI), WNI-WNA, WNA-
WHI atou single parent.
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2} Jikn calon erangtea angkat berasal merupakan WHNI-WHNI maka surat pPormotionan
penganghkatan anek itu hares disampaikan ke Dinas Sosial di tingkar prrovinsi,

) Jika calon orangtus angkat berasal dari WNE-WNA, WNA-WNI atau single pare,
maka permohoranaya harus langsung dinjukan kepada Menteri Sosial,

4)  Dari surat permohonan yang masuk apakah ke Dinsos atay Mensos, maka akan ada tim
yang ditunjuk untuk melakukan home visit ke rumah calon orang tus asuh,

5) Setelah dua dilakukan Aeme vivir dan diketahui alamat resmi calon orangtua angkat,
kemudian memiliki kemampuan/kelayakan untuk mengangkat anak baik secara
ekonomi atau psikososial maka akan dirapatkan ke tim pertimbangan perizinan
pengangkatan anak,

&) Tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak ini nant inya akan mengambil
kepulusan atau rekomendasi apakah calon orangiua tersebut bisa melakukan adopai atau
tidak, andai direkomendasikan maka itu sifatnya pengasuban sementara vakni selama
endam balan.

T} Setciah itu haru ditetapkan oleh pengadilan baik apakah calon orangtua angkat ity bisa
mengadopsi anak atau tidak.,

Selain syarat-syarat tersebut di atas maka diperhikan pula kata sepakat {persetujuan)
dari orang-orng yang bersangkutan;

1} Apabila yang diangkst itu scorang anak sah, maka ada kata sepakat dari kedua aring
tuanya.

2)  Jikn yang diengkat #u seorang anak dilsar kawin, tetapl diakui oleh kedua orang
tuanya, maka diperiukan perselujuan dari kedua orang s tersebut,

1} Bagi anak yang telsh berumur 15 tahun, kata sepakar diperlukan juga dari anak yvang
bersangkutan, apakah anak yang akon di angkat it bersedia atou tidak.

4) Bagi seorang wanita fanda yang akan melakukan pengangkatan anak, makn diperlukan
kata sepakat dari para saudara laki-laki vang telah dewnsa dan bapak mendiang
suAminya.

Apabila mereka tidak ada atau tidak berkediaman di Indonesia, cukup kata sepakat dari
dua orang tua diantara keluarga sedarsh laki-laki yang terdekat dari pihak bapak si susmi
yang telah meninggal dunia it sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan
bertempat tinggal i Indonesia. Dvsamping itu perbedasn umur antars anak yang akan di
angkat dengan ayah angkatay, sekurang-kurangnya 18 tahun dan dengan ibunya sekurang-
kurangnya 15 tahun.{ Mtp/: mustain-billah.blogspot.com/201 3/1 L]

ARSI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam, pengangiatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal
hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewars dengan arang twa
mgkntlnumpnnqhdiahnmﬁ:dwimmkmhmqmmmmu
mermakad nama dari ayah kandungnva (e, {bfr-gpik or. idiadopsi htm).

Dalam hal ini akan dikemakan prinsip anak angkat menurut Hikum Iskam, Tslam telah
lama mengenal istilah fobbani, yang di era modem ini dischbut adopsi atau pengangkatan
anak, Rasulullah SAW hahkan miemipeaktikkannye langsung, vakni ketika mengangkat Zaid
bin Haritssh sebapai anakmya, Imam Thnu Katsir berknota, “Sesungguhnya ayal ni umn
{untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Hartsah radhivallahn “anfr, bekas budak Rasulullsh
shallallahn ‘alaiki wa sallam. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah shallallabn “alathi
wa rallam mengangkatnys schagai anak, sampai-sampai din dipanggil “Zaid bin
Muhammad™ {Zaid putranya Muhammad shallallahy ‘alaihi wa sallos), (Tagritws-Tahzib,
him. 351.), muoka Altah T sl ingin memutuskan penganzkatan anak ini dan penishatennym
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(kepada selain ayah kandungnya) dalam ayal ini, scbegaimana juga firman-MNyas di
pertengahan surah al-Ahzaab

(A5 0 0 205 10 e s S5k 8 Lile 422 2, 20 55 5,

“Muhammad itn sekali-kali bukanlah bapak dari reorang laki-loki 4i antara kawm, fetgpi dia
adulah Ravululleh daw perctup para nabi. Dan adaiak Allah Maha Mengeiofui segala
Fesuain” (Y5 al-Ahzash: 407°

Status anak angkat dalam lslam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan
dan hukumnya. Dalam syat tersebut di ates Allah T 'ala mengisynratkan makna perbusatanmu
meigangkat mereka sehagai anak (hanyalah) Leapan kalian (semato-mata) dan (sama sekali)
tidok mengandung komsekwensi bahwa dia {akan} menjadi anak yang sebenamya (kandung),
karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak
itu memiliki dua orang ayah (Figh Mu'amalah: Anak angkat dan statusaya dalam Telam),

Tabanni secara harfiah diarilkan schagai seseorang yang mengambil anak orang lain
untuk diperlakukan seperti anak kandung sendici. Hal ini itu dilakukan urtuk menvher kasih
sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak it bukanlsh anaknya.
Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang
berpenghasilan baik, narmun belum dikaruniai anak,

Qlch karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang luin yang kurang mampu, agar
mendapat kasih sayeng fbu-bapak, stau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belnjar
kepadanyn. Di lndonesia, persturan terkanit pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang
Momeor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hokum Islam
(KHI) yang turut memerhatikan aspek ini (Republika Co.Id, Jakaria), Pasal 171 huruf h KHI
menyebutlcan “dnak anghat adalak anak yarg dalam hal pemeitharaan wrruk Bidupmea
sehari-hari. bigya pendidikan dan sebagainya, beralih tamggueyy fawabmya duari orangtug
arad kepada ovangtua anghatrya berdasarkan puivsan pengaditan ",

Adapan hukum-hukum yang ditetapkan dalam syuriat [slam schubungan dengan anak
angkiat/adopsi vang berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahilivah adalah sebagai berikut:

L. Larangan menishatksn anak angkst kepada selain nyah kandungnya, berdasarkan
firman Allah Ta"ala,

(1323 bl o 1015000 pial 125 ol 200 o e Lo 0 agie b gt il oy sk
m@;uﬁﬂﬂiuﬂﬁmuiéﬂmﬂmﬂt} -

Panggillah mercka (anak-anak anghkar i) derigan (merakai) mama bapak-bapak
(handung) mereka; wwlah yang lebth adil i sisi Allah, dan fika kamu sidak
mengetaliul bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagal) soudara-
satdaramu seagama dan maula-maulamy Dan tidak ada dosa bagims terhadap apa
yang kanws salah padanya, tedapi (vang ada dovanya adafah) apa yang disengaja
aleh hatimu, Dan adalok Allah Maha Pergompun lagi Moha Peryayvang (Qs_al-
Ahzaab: 5},

Imam Tbou Katsir berkata, “{Ayad) ini (berisi)} perimtah (Allah Tao'ale) vang
menghapiskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaity mengakui schaga
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anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yastu anak angkai. Maka (dalam
ayal ini) Allah To'ola memerintahkan untuk mengembalikan penishatan mereka
kepada aysh mercka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan
tidak beraf sebelah. Majalah Asy Syariah vol. ivino, 46/ 1429H, hal. §6-39 )

Z. Anzk angksi tidak berhak mendapatkan warisan dan oranrg fua anpkatnya, berbeds
dengan kebiassan di jamen Jahiliyah yang menganggap anak anpkat seperti anak
kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang hm angkatnya meninggal
dunia,

3. Anak angkal bukanlgh mafram, schingga wajib bagi orang tua anghatnya maupun
anak-onak kandung mereka umtuk memakai hijab yang merutupi surat di depan anak
angkal tersebud, sehagaimana ketika mercka di depan orong lain yang bukan mahram,
berbedn dengan kebissnan di masa Jshiliyah. Sebagaimana dalam hadits yang
diriwayatkan oleh *Asvah radhiyallzhy ‘anba bahwa Salim mauls (bekas budak) Abu
Hudzaifah rodhivallabu ‘oshs tinggal bersama Aba Hudsaifah dan kelurganya di
ramah mereka (sebagai anak anpkat), maka (ketika lurun avat yang menghapuaskan
kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail rodrialoh oshe, s Abu
Hudzaifah radfivailohy ‘anke kepada Rasulullah shaflalfahu “afaitd wa sallam dan dia
berkata: Sesunggubnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham
schagaimana laki-laki dewasa, padshal dia sudsh bissa (keluar) masuk rumah kami
(tanpa kami memakai hijab), dan sumgguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada
sesuaty (ketidaksukasn) akan hal tersebat. Maka Rasulullah shallallaby ‘alaihi wa
sailfam bersabda kepadanya,"Susukanlah din agar engkau menjadi sakeasmya dan agar
hilang ketidaksukaan vang ada dalam diri Abu Hedzaifah™

4. Diperbolehkanmya bagi bapak angkal umtuk menikahi bekas istri anak angkatnya,
berbeds dengan kebinsaan di jaman Jahilivah (hitpo/mustim.or.idfigh-mu‘amatkah)
Sebagaimana firman Allah T ‘afa,

(e cunlly ale 0 o) 000 N aais B0 L Bl b Ry a5 2y e
B G RN e ke ) ek 138 UBA3 ) S5al iyl 2000 0 2 s paall ]
3 Ty ke el g 1y e 1l 4 e

“Dan  (ingatiah), kenka komu berkota kepada orang yamp Allah  feloh
melimpatikan  nikmat  kepadamya dan kamw  (fupa) ielah  memberi  mikma
kepadanya; “Talkanlah terur isterimu dan bertagqwalah kepada Allak”, sedang
kamy meryemburyiban & dalam hatime apa yang Allah akan memparckaama,
dewt kamy tokut kepada manesia, sedarsg Allab-lak vang lebik berhok wrnuk kamu
takurl  Moka forkels Tald reloh mﬁrlgnﬂrﬁ lqrar.l'm !ﬁbpﬂﬂp iﬂ.e.rirg.rq;}
(menceraibammal, Kami koeinkan kany dengan din supaya tldak ada keberatan
bagi orang mu'min wuk (mengawing isteri-iceri anak-anok ongkat mereka,
dpabila  anak-angk amghat G teleh memvelesaikan keperluammya  darivada
isterimpa (menceraikannya). Dan adalah ketetapon Allah it pasti terfadi™ (QS al-
Ahzaab: 37),

Pada dosarmys. Kompilasi Hukum Islam(*KHI™) tidsk mengatur  mengenai
pengangkatan anak oleh orang tua funggal. KHI hanya meneranghkan terkait hak waris anak
angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnyn dari
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orang tua asal kepada orang tua-angkamys berdasarksn Putusan Fengadilan (Pasal 171 huruf
h Kompilasi Hukum Islam).

Kalangan Majelis Ulama Indanesia {"MUI") sejak lama sudah memfatwakan tentang
adopai. Fatwa ity menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MU yang berlangsung pada
Maret 1984, Pada salah sans bustir pertimbangannys, pam ulama memandang, bahwa Islam
mengakui  keturunan  (nasab) yang sih, waitu ansk yang lahir dari perkawinan
[ Republika co. id)

Setelah lahimys UL MNo. 23 Tabun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak
(edipsi) bagi orang yang beragama lslam adalah menfadi kewenangan pench Peagadilan
Agema. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum Inhimyn Undang-

terlebih  dahulu mendapatkan  izin pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas
Kescjahtcraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kessjshteraan
Sosial Propinsi, calon orangiua anghsat dan anak angkat telah memenuhi syaral sehagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial K] Mo 1 37HUBC 1993,

FENUTUP
Adopsiipengangkatan anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalsm keluarga
sendiri sedemikian rupa sehinggn antara anak yang diangkal dengan orang tua angkat timbul

sendiri.  Tujuan pengangkatan anak Tujuan pengongkatan anak terimusl dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonsia Mo, 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

peagangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalsh menjadi kewenangan
peoub Pengadilan Agamn Prosedur yang biase berlaku di Pengsdilan Agama asbelum
luhimya Undang-Undang No. 23 Tabun 2006, dalam mengajukan perkara penganghkaton
ummMummmwjmmmmumgmmm
sebagaimana lazimnya perkarg volunteer (permohonan).

Agama lslam yang mulia ini selalu menempatkan segala sesym pads tempatnya, jauh
dari unsur bezholiman dan shstrinsitas (berlebih-lebiban). Oleh karens i, kecintaan terhadap
orang lain pun tidak boleh membuat seorany muslim bersikap berlebihan, Demikian pula
dalam masalah adopsi, Atau karens kecintaanys, kemudian memasukkan angk angkat
schagai bagian keluarga sebagai anak kandung yang baru, Atau sebaliknya, dalam hal bapak
&lai orang wa angkat Sebaliknys, betapapun seseorang membenci orang tuanya dikarenakan
suatu kesalahannya, baik ringan maupun fatal hingga menyakitkan hati, maka telap sajn
terlarang hagi sang anak mminlknikah:r-dmnmhmwuhgﬁ sebagal amng a
kandung,
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ABSTRAK

Anak schagai penerasi penerus bangsa kadongkala tidak dapat menghindar dari
pengaruh lingkungan berupa faktor-faktor sosial yeng mengakibatkan seorang anak
mekakukan tindak pidana yeng dapat merugikan banyak pihek. Anok yang melakukan
pelanggaran hukem atay tindak kriminal sangat dipenparchi obeh fakior-fakior di luar
dirinya, Oleh sebab im haruslah dijadiken pertimbangan jika seorang anak pelaku tindak
pidana bukanlah semata-mata pihak yang harus dihukum dengan proses peradilan, Undang-
Undang Momor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini belum mengatur
terdang konsep restorative justice dan diversi dalam Pengadilan Anak. Konsep restorative
justice den diversi merupakan konsep yvang memberikan perlindungan dan asas kepentingan
vang, terbaik bagi anak.

UL We. 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan Pidina Anak secara substantif telah
mengatur konsep restorative justice dan diversi untuk anak vang berhadapan dengan hokowm,
Dalam pasal 7 ayat (2) UL No. 11 Tahoan 2012 menyatakan behwa penegale hukum wajiban
melakukan diversi dengan pendekatan restoraiive juvtice 1erhadap annk yang berhadapan
dengan hukum, Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada proses peradilan pidana
anak oleh para pencgak hukum scbagaimana diamanatkan oleh UU Mo, 11 Tehun 2012
Penegak hukum yang menjadi sasaran sekaligus menjadi lokasi penelition adalah Polres
Stahat, Kejaksaan Negeri Siabat dan Penpadilan Negeri Stabat,

Kata kanei © restorarive justice, diversi, sistem peradilan anak

PENDMAHULLUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyei ciri dan sifat khuses vang menjamin kelangsungan
chsistensi bangsa dan negara peda mesa depan (Humaf b Bagian Consideran ULl Na, 32
Tahun 2002),

Norman K. Dezin memaknai anak dengan definisi lain ; "Children are social objecis-
abfiects without imtrinsic meaning. To be defined ac a child is fo be o child AN social objecis,
wether epfremeral like democracy and belleve in God or concrete like chairs, typewriters or
peoprle are social products. Their spesific meaning arises out of behaviars people direct
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toward fhem™ (= Anak adalah objek sosial tanpa makna intrinsik. Dapat didefinisikan
seorang anak adalah seorang anik. Semua objek sosial seperti demokrasi dan kepercayann
kepada Tuhan, atau sssuatu yang nyata seperti kursi, mesin tik atau manusia adalab produk
sosial. Makna spesifik timbul dari prilaku manusia yang langsung ke arah mercka) (1973),

Berdasarkan data awal terdapat lebih dari T000 (fujuh ribe) anak sebagai pelaku tindak
pidana masuk proses peradilan setfap tahun. Pada Juli 2000 terdapat 6.273 (enam ribu dua
ratus tujuh puluh tiga) anak yang berada di Tahanan dan Lapas di selurah Indonesia, 3.076
{tiga ribu twjuh puluh enam) anak dengan status tahanan, 3.197 (liga ribu seratus sembilan
puleh tujul) anak deagan status narapidana dan 56 (lima puluh enam) anak dengan status
anak negera (Harian Orbit, |1 Maret 2001 3)

Hal ini memmjukkan bahwe pemidansan yang distur dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak masih kemah. Bamymknys puissan pengadilan anck yang ceaderung
menjatshkan pidaa penjara terhadap anak nakal, sebenamnya tidak sesusl dengan filosofi
dari pemidanagn dalam hukum pidana snak.

RESTORATIVE JUSTICE

Restorative justice (Keadilan Restoratif) adalsh penyclesaian perkara pidena dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelakuwlhorban, dan pibak lnin yang terkait uniuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemuliban kembali pada
keadaan semulz, dan bukan pembalasan (Pasal | angka 6). Secarn komseptual melalui
pendekatan ini respon terhadap “kerusakan™ yang terjadi dari sustu perbuatmn yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilskukan oleh anak lebih ditckankan pada
bagaimana memulihkan keadaan semula, bukan ustuk melakukan pembalasan erhadap si
anak sebagai pelaku (Distia Aviandri, Jumnal Pledoi Volume 1, 2013)

Perkembangan konsep restorative jusiice (keadilan restoratif), prakick sisiem peradilan
pidana anak yang telsh diterapkan selama ini sebagaimana distur delam UU Mo, 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan
dan disfungsi normatif yang mmwan meacederai hak anak. UU Mo. 3 Tahun 1997 sersebut
direformasi, sehingiza |ahirlah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU-5FPA) yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun
2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5332) anggal 30
Juli 2002 dan mulai berlabu setelah 2 (dua) tahun terhitung scjak wnggal diundangkan,
Lahirys UU-SPPA ini dibarapkan dapat mengisi maang keadilan schagaimana konsep
restorgifve jestice  (kenadilan  restoratif), sehingga keadsan annk tetap bermanisbat
sebagaimana hak asasinya (Anchori, Jumal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,
Shoum-surabaya ac (d, akses 21 Febwwari 2014).

IMVERST

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atas menempatkan
pelaku tindak pidana anak kelusr dari sistem peradilan pidana . Ide diversi ini muncul dengan
pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat
dalem tahapan — tahapan system peradilan anak, penegak hukom sysiem peradilan pidans
anak (Kepolisian, Kejaksasn, Pengadilan, maopan pihak Lembags Pemasyarakatan),
diberikan wewenang unfuk mengalihkan proses peradilan kepada bemtuk - bentuk kegintan,
seperti  penyershan  pembinaan  oleh omng  tea‘walinyg, peringatan;  pembebanan
denda/restius, pembinaan oleh departemen social atau lembaga social masyarskal maupun
konseling (Merlina, 20107,

RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERS! BERDASARKAN UL NO. 11 TAHUN 2012
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KOMMAS Anak pada tahun 201 | menerima 1,831 pengpduan anak yang berhadapan
dengan hukum {pnak sebagai pelaku tindak pidans) yvang diajukan ke pengadilan (Komis
Magional Anmek, www kormanssnak comm, akses 29 Japoari 2014). Angka i menimgboat
dibanding pengaduan pada tahun 2000, yakni 730 kasus,  Hampir 52 pessen dari anghks
{ereebul adalah kasus pencurian dikueti desgan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba,
perjudian, serta penganiayaan. Hampir 898 persen kass anok wvang berhadapan dengan
hiakum berakhir dengan pemidanaan atan dipuies pidana dam Pengadilan Negeri Stabas
merupakan piler project dilaksanakannya ofwversi sebelum berlokunya Undang-Undang
Momor | | Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative fustice {Keadilan Restorutif) dan diversi menjadi dasar dar pembabarsan
sisfem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat
di dalam UL Mo. 11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ansk, vasg berujuan
untui menghindsri anak pelaku tindsk pidena dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua
konsep tersebut merupakan hal bore bagl masyarakal Indonesia,

Konsep restorarive jusiice dan divers! dalam pelaksansannys melibatkan pihak ketign
di dalam penychesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak vang menjadi korban
datam tindak pidana wrsebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mercka, sorta
pihak-pihak lnin, dengan tujusn proses penyelessian perkara dinsahakan agar anzk pelaku
tindak pidana jauh dar prosecs pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketentuan
bary ini telah sesuni dengan Konvensi Hak-Hak Anak don Beifing Rwles yang menckankan
bahwa upsya diversi haras diprioritackan dalam penanganan anak, hal ini berguna wntuk
menjauhkan anak dari penyelessian dengan sistem peradilan pidina yang cenderung
mermberikan dampak negatif bagi anak { Arief, 2008).

Revtorative justice memiliki tnggapan atan reaksi terhadap perilaku delikuenszi anak
fidak akan cfiktif tanpa adamya kerjasama dan keterbbatan dar korban, pelako dan
masvarakal. Prinsip vang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila
setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, sktif dilibatkan dalam proses
peraditan dan mempercleh kepntungan secars memadai dari interaksi mereka dalam sistem
peradilan anak (Hadisuprapto, 2008}

Restorathee fustice dengan welfore approack dianggap sebagai penghukuman modemn
yang lebibh manusiawi untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip restoranive justice
merupakan hasil eksplomasi dan perbandingin antara welfare approach Gengin jusfice
approach yang digagas oleh John Bralithweite yang dikenal schapsi reimtegraiive shoming
karena model ini menggeser nilad filsafati penanganan anak: (a) dan penghulkwnan memsju
ke rekonaillasi; (b)) darl pombalasen icrhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; ()
deri pengasingan dan kekernsan menuju ke permnsertasn dan kekersbatan mesyarakat
kesalwruhan: dan (d) der destrukiifl vang negatil menaju ke perbaikan, pemberian maaf yvang
sarnf depgan limpahan kasih ({Hadisuprapto, 2003}

Dalam ULN Mo, 3 Tahun 1997 terdapat prinsip-prinsip resforative juctice, tetapi tidak
tendapat ketentuan wvang fegas mengensl diversi (penyelesaian di luar proses), Bahkan
dikatakan Barda Mawawi Arief (2008) bahwa di beberape negara laim, medissi penal
dimungkinkan uniuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan uniuk kasas EDRT
(kekerasan dalam rumesh tangga — domesiic winlence), I Indonesia, ketentsan mediasi penal
itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
maupun dalam Undang-Undang Momor 23 Tahen 2004 tendang KDRT,

Pengaturan dalam LU Mo. 11 Tahun 2012 sudah memasukkan afiversi dan tingkat
penyvidikan, penunbutan sampai pengadilan, dimana apabila tercapal kesepakatan perdamaian
antara pihak pelaku den korban maka perkara aken dihentiken. Putzan pengadilan
diupayakan berupa tindakan sedangkan pemidanaan sebagal sliimam remedim,
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‘Terdapat basvak anak yang menderita akibat pemenjaraan anak, tenutama mercka yang
ditempatkan di penjara dewasa :-
. Efek Psikologis

Kariini Hartono (2007) dalam tulisanya yang berjudul Psikologi Anak (Psikalogi

Perkembangin) menyatakan balwa dampak yang ditimbulkan dari pemenjaraan anak

ini tidak hanyn terbatas pada dampak fisik saja. Melainkan ferdapat juga dumpak

psikologis yang kadang justru lerasa lebil berat. Anak-anak yang hidup di penjara
akan selpln mempunyai pengalaman masa kecil yang buruk, hiduprya skan selalu
tertayang kekerasan dan ini akan berakibat buruk hila ia sudah dewasa nantinya.

Karens watik dan pribedi seorang dewasa tidak dapat fidsk selalu dipengarchi oleh

pengalaman-pengaloman masa lalu, khususnys pengalaman pada masa kanak-kanak.

lmmpwnmummﬂmmmmwmw
dewissa nantimy
2, Kematian dan Cedera Fisik

Cedera fisik khususnya disebabkin karena kehidupan yang keras di penjara, perkelaian

antara terpidana, penyiksaan yang dilakukan oleh sipir penjara maupun sesama

terpidana yang herakibal bekas |, mutifasi, patzh tulang bahkan cacat permancn.
3. Mazalah Perkembangan yang Lain

K.arena mpldmuaﬂhtﬁhuﬂmnghm“mmymmmm
kesemypatan mereka uniuk sekolah yang layak juga tidak ada.Selain karena erhatasmys ruang
gerak, pendidikan mercka juga lebih dibatasi pada keenganan untuk belajar yong diakbitkan
oleh lingkungan yang keras.

Kesulitan menempatkan diri dalam masyarakat, akan menychabkan kenakalan remwaja
dan masalah disiplin. Baryak dari mantan terpidana anak yang menjadi terpidana dewnsa
karets mereka tidak mampu berbaur dengan masyarakat dan ditolak oleh lingkungannya
{Rochaeti, 2008).

Dengan pemberiskuan U No. |1 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan Pidana Anak
pada 1 Agustus 2014 diharapkan semua pihak yang terfibai memahami rangkaian Pasal
datam Undang-Undang ini dalam perspekiif kepentingan yang terbaik bagi anak dengan
mengedepankan keadilan subtantif Jika anak diperiakukan denpan baik, kebaikannya akan
menjadi sumbangan besar dalam tatanan kehidupan masyarakal vang jauh lebih besar.
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FAKTOR PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA
PFT. FANDU FPARAMITRA MEDAN

Nuzuliati
Staf Pengajar Politeknik LP31

Absirak :

Promosi sangat besar pengaruhmyva dalam meningkatton volume pemjualan suaty barang
afau jasa merupokan suaty strotegl vone paling efekil’ dalam menphadapl periaingan,
Kegiatan promosi harus memperhinungkan berapa bevar dana yang tersedin dan berapa
besar manfaat yang di peroleh dari kegioian promosi yang telak dilakukar, hal ini akan
dapat dimungkimkan apabila perusahaan dapar memilth sirategl promosi yang cepai dan
efekilfl uniuk produk wang okan dipasorkarmea, seperti pemilifan media promosl yoang
digurakan, kuslitas penayangrva dan sebagainya Untuk memperianear dan mempermudah
kegiarian promosi dan proces perfualon maka fetlap peruscahaan harss dapar mengtuosilfan
derranyg alau fava yang sexnal dengan tebatuhan, selera bakhkan harapan bonsumen,

Kata kusci : Pemasaran, klan, Konsumen.

LATAR BELAKANG

Promosi sebagai salah ssto unsur bauran pemasiran mempunyai peranan yang sangai
penting  dalam  menjalankan  kegisten perasshaan. Salah  sstu  peranannya  adalah
meningkatkan volume penjunlan barang dan jaea perusaluan. Ssbin i promosi juga
merupakan salah satu usaha perosahzan untuk memperkenalkan produknya. Sustu berang
#tay jasa usaha perusihaan untuk memperkenalkan produknya, Suatu barsng atau josa tidak
akan dikonsumsi oleh masyarakat, bila masyarakat tidak mengetahoi facdab ataw nilai vang
diberikan obeh suatu barang atau jasa kepada mercka, informasi dimana produk in dapat
diteeli, berapa harga dan produk its, kegunsan atau manfial yang ditimbulkan dari produk
itu, cara penggunaannya dan lain-lain. Oleh sebab itu perusshaan harus dapat memberikan
informasi tersebut kepad konsumen atan masyarakat secara jebas melalui medin yong efektf

Kesalahan dalam memilih strategi promosi akan mengakibatkan terganggunya
kelancaran arus informasi barang dan jasa dar produsen ke konsumen. Dengan kata lain
sluran promosi yang dipilih tidak efekiif, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal dalam
memenuhi  kebutuhan  konsumen, Strategi promosi yang  efekiil dam  efisien  akan
meningkotkon kepuasan konsumen terhadap produk perusahaan atau informesi yang jelas
tentang produk ity dan jugs perusahsan it sendiri. Dengan demikian manfast i akan
mengakibatkan peningkatan volume penjualon perusahaan stan keuntungan perusshann,

Dengan memperhatikan pemikiran-pemikimn di atas tentang  kebijaksanasn bauran
promaosi yang dapat diganakan sesuai dengan kondisi pervsshaan, maks penulis terdorong
umtuk mengetabui kebijaksanan bauran promosi yang diterapkan pada perusahaan jasa PT.
Fandu Paramita Medan dalam meningkatkan volume penjualan produknya. Disamping it
penulis jugn ingin memperdalam pengetahuan mengenai bidang pemasaran khesusnya
bauran promosi.
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PERUMUSAM MASALAH

Dalam pelaksanaan penjualan yang dilakukan olch PT. Pandu Paramitra Medan terhadagp
produknya, penmahaan mengalami berbagai macam malah bailk e maspun elkstern,
terutamia dalam hal peningkatan volume penjualan.

Mazalzsh yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Berapas besar penganuh
pelaksanaan kebijuksenann baursn promosi yang telah dilaksanakan oleh FT, Pando
Paramitra Medan terhadap volume penjualan perusahizin”,

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Suaru penglitian iimish dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
bauran promaosi vang dilaksanaksn oleh perusshsan untuk mencapal tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Penetapan tujuan ini berguna untuk mengarahkan penelitian sesuai
dengan jafur-jalur yang sudah ada.
Tujuan penelitian pada PT. Pandu Paramitra Medan adalsh unmuk melihal pengaruh
promosi terhadap volume penjuslan pada PT. Pandu Paramitra Medan,
. Metode Analisis Data
Metode vang digunakan penulis untuk keperluan analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode diskriptif dan metode komperatif secara bersamaan, Metodc
Drekriptif adalah suatu metode dengan mengumpalkan data, disusun, diinterprestasikan
dan disnnlisis sehingga memberikan ketermngan yang kngkap bagi pemecahan
permasalaban vang dihadapi.

Metode Suatistik yaity metode analisis yang dilakukan dengan menunjukkan pengaruh
biaya promdsi terhadep penjualan dengen mengmunekan rumus ;
ny x ¥

;i{nz.r‘ -(Zx1nyr - (3 x¥)
Eoteramgan :
r: Koefisien determinasi atan koefisien pencniu
n : Jumiah (dan = 1.2.3,... dst)
Y 1 Wolume Penjualan
X : Bieya promosi
Drimana
r=-1 = Menunjukkan adanya korelasi (hubungan) negative vang kuast antara
variabel-variabel yang dianalisis.
r=0-2 Menunjukkan bahwn fidak ada sama sekali korelasi (hubumgan) antars
variabel-variabel vang dianalisis,
r=1- Menunjukkan adanva korelasi (hobungan) positif vang koat antara variabel-
variabel vang dianalisis,

r

URAIAN TEORITIS
A. Bauran Pemasaran

Promosi terdiri dari komponen-komponen promosi vang disebutl bawran promosi atau
promaotional mix yang merupakan salah satu bagian dari bawrsn promosi, maka teelebil
dahulu periu dipahami mengenai apa dan bagaimana bagran pemasaran i,

Bawran pemasaran adalab seperangkisl alsl pemasaren yang digunakan pencahaan wntuk
mencapai fujuan pemasarannya dalam pasar sasaran, dimana ada empal unsure  atau
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komuponen cir bawran pemasaran yang dipopulerkan Jerome E. Mc. Carhiy (1997 - 82) Y
disebut 4P vaitu ;

I. Produk (Product)
Produdk merupakan alat bauran pemasaran yang paling mendasar vang terdiri dari
kcanckargaman produk, kualitas, desain, bentuk, merek, kemasan pelayanan, jaminan
dan pengembalian ataw juga merupakan kebutuhan dan keinginan pembedi,

2. Harga (Price)
Jumlah uang yang dibayar pelonggan untuk produk tertentu alau Juga dapar dikatakan
merupiakan biays pembell, harga hars sebanding dengan penawaran nilsi kepada
pelanggan. Harga terdiri dari komponen-komponen daftar harga, mbat, potongan, syarat
kredtit dan jangks wakiu permbiyaran,

3 TempatThstribusi (Plece)
Distribusi merupakan bagian kegiatan yang dilakukan pensakaan untuk membuat
produk dapat diperoleh dengan mudah dan tersedin bagi pelanggan sasaran. Distribasi
juga berkaitan dengan kemudahan memperoleh barang atau jasa vang disediakan
perisahnan. Perusalasn harus mengindentifikasi mengadakan perekrsten dan
menghubungkan berbagai penyedia fasiliias pemasaran untuk menyediakan produk dan
pelayanan secara efisien kepada pasar sasaran. Distribusi terdiri dari saluran, ruang
lingkup, penyortiran, bokasi, persediaan dan pengangkuian,

4.  Promosi { Promosion)
Fromosi adalah alat bauran pemasaran keempat merupakan komunikasi yang meliputi
kegiatun yang dilakukan perusahaan untuk mengkomun ilasikan dan mempromosikan

produknya kepada pasar sasaran,

PROMOSI
l. Pengertian Promosi dam Bawrsn Promosi

Fromosi merupakan salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan di dalam
mencrapkan siraieg| pemasaran pada suaty perusahaan. Dengan kata lain promosi merupakan
scnjala ampuh bagi pemasaran dalam mengembangkan usahanys, Kegiatan promosi pada
perusshsan berkeman dengan kebijaksanasn yang ditempuh oleh  perusshasn Vang
menyangkut rumusan dan penerapan program-program sera kegiatan it sendin., Dimana
keginton terschbut  bukan hanya dilaksanakan di luer lingkungan perusahasan fetapi
pelaksanasn promosi di dalam Lngkungen perusahaan juga hanes dilakukan.

Suntn produk tidak akan dibeli oleh komsumen bila tidak tahy kegunaannys, dimana
produk dapat diperoleh, berapa harganyn, dengan kata lain konsumen yang menjadi sasaran
produk perusshaan perlu diberikan informasi yang sejelas-jelasmya untuk ity [peransn
promosi sangstlah dibutubkan. Perusahasn dalam mempengarubi pembeli untuk mengenal,
meyakinkan dan meningkatkan kembali produk dan manfastmya, maks perly adanya kegiatan
promosi agar mereka atog pembeli akan menjadi pelanggan yang setia.  Pada dasarmyn
promosi bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan berusaha mempengaruhi
keputusan konsumen, dalam hal ini memilih barang di pasar baik secara langsung maupm
tidak langsung

Purnama (2002 : 150) menyatakan bahwa “Promosi adalah tindakan peTEnCETRAN,
implementasi dan pengendalian komunikasi darl organisasi kepada pelanggan dan
audiens sasaran innya”,

Beborapa pengertian tevtang promosi yang diberikan masyarakat umism R HITT O
kalangan pengusaha, namun secara gasis besarnys mereka mengangaap hahwa promosi
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merupakan alat unfuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan sekaligus untuk
menimgkakan volume penjualan atas barang dan jasa vang ditawarkan.

Pengertian  diatas menjelaskan bahwa promosi adalah penyampaian informasi dari
penjual kepoda pembeli untuk mempengaruhi sikap dan tlingkmt laku dalam rangka
mencipakan pertukaran, schingga tujuan untuk meningkatkan kuantitas penjualan dihurapkan
dupnt tercalisasi.

2. Promosi
Komunikesi merupakan bagian utama dari kegiatan pemasaran dan menjodi saloh satu
faktor penentn keberhasilan selerub program pemasaran sebuah perusshasn. Promosi berarti
herkomunikasi dengan pelanggan yaitu mengkomunikaaikan informasi antara penjual dan
pembeli potensial atau pihak-pihak linnya dalam saluran distribusi guna mempenganihi
sikap perilakunyn, Tidaklah cukup hanya menghasilkan dan menyediakan sebush barang
dan jasa, penting juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembeli agar
mengambil keputusan pembelian. Betapapan berkualitasnya suatu produk bila konsumen
belum pernah mendengarnya, melibataya, mengenal dan tidok yakin bahwa produk tersebut
akan herguna bagi mereka, maka produk terscbat tidak akan dibelinya.
Menwrui Henry Simamora (2001 ; 754-T55) ada beberapa alasan para pervasar melakukan
promoss] yait :
i Memvediakan informasi
Pembeli dan penjual mendapat manfaat dari fungsi informasional yang sangpup
dilakukan oleh promosi. Para pembeli menemukan program baru vang  dapat
membantunya din para penjual dapat menginformsikan kepada calon pelanggan tentang
barang dan jasa.
b. Merangsang permintaan
Para pemasar menginginkan konsumen membeli produknya dan mereka menggunakan
promsib untuk membost konsumen melakukan permintaan.
€. Membedakan produk
Urganizasi-organisasi mencoba membedakan mereka dan produknya melalui penggunaan
promosl, kKhususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.
d. Mengingst para pelanggan saat i
Mengingat para pelanggan akan manfant dari produk perusahaan bisa mencegah mereka
berpaling kepada pesaing pada sast mercka memutuskan unituk mengeanti | atao
mismiutarkhirkan produknyva.
e Menghadang pesaing
Promosi dapat digunskan wniuk menghadap upsys pemasaran dari pesaing untuk
melawan kampanye periklanannya.
f. Menjawab berita negatif
Kndangkala kompetisi bukankah penjual produk serupa dan perusahasn lainnya. Sering
terjadi perusehana menjadi korban poblisitas dan pemalssan.
g Memoluskan fluktuasi-Mukives permintzan
Perusahaan banyak mengalami tantangan-tantangan perminisan musiman, dimana para
pelanggan membeli lebih bamyak selama beberipa bulan tertentu dan berkurang pada
bular-bulan lainnya. Promosi  membantu mengisi kesenjangan ving ada diantzra
kepincangan-kepincangan permintaan musiman tersebut.
h. Membunghkuk para pengambil keputusan yang menjadi pelanggan media promosi (Bilson
Simameora 2000 ; 734-755)
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1 Altalsl Promosi
Alat-alat promosi ataw dikenal dengan bauran promosi yang sering digunaksan terdiri dari ©
1. Periklanan
“lktan adalah setiap beatuk dan promosi ide, barang ataw jasa oleh sponsor
terfentu® (Cravens 1998 : 77) Keountungan-keuntmgan penggunaan iklan untuk
berkomunikasi dengan para pembell dianaranya wsdalah bisya vang rendah per
pemasangan, keragaman media (surat kabar, majalah, televisi, radio, surat-surat pos dan
iklan dijalan), pengendalian pemasangan, isi pesan yang konsisten dan kesempatan untuk
mendesain pesan yang kreatif. Kelemahannya yaite tidak dapat berintersksi denjan
pembeli dan mungkin tidak dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya dan
jus pesanannya hanya cocok seluma waktu pemasangan saja,
Ada beberapa keputuzan utama yang harus diambil dalam periklanan vang disebut
dmgaﬂ S yaim
. Mission stan Tujuan
Tujuan ini menghanskan pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi mereka
dengan mendefenisikan tujuan spesifik, menentukan tugns yang horus dilaksanakan
untuk mencapai ujuan itu dan mengestimasikan biava untuk melaksannkan tugas
tersebut. Jumlah biaya total dari tugas untuk mencapai sasaran tersebut dipeckirakan
merupakan wsulan anggaran promosi.
Biaya
Biayva yang dapal dibelanjakan vaitu mengenai beraps biava vang dikeluarkan  untuk
melaksanakan kegiatan periklanan, wmumnya dipengaruhi  pengsa pasar, produk
bary, pertumbuhan pasar, wlilisasi kapasitas pabrik, harga satuan produk, pembelian
produk sebagai bagian dari tetal pembelian, penetapan harga produk. mutu produk,
luasnya lini produk dan produk standar versus kebiasaan untuk dipesan.
Pesan

ke

Pesan yang disampaikan yaitu pesan apa vang akan dsampaikan melalui iklan
perusshasn, sangsl diperlukan kreatifitas dalam pemuatan dan penyampaian pesan.
Pesan-pesan yang disampaikan dapat berepa pesan informasi menpkomunikasikan
keunggulan produk, hal-hal yang membedakan produk perusahasn dengan produk
sejenis perusahaan saingan atsu cirl khas produk dan pesan-pesan citrn berusaha
uniuk memperkuat  cits ataw  menciptakan perubabhan  dengan  menggunakan
simbolisme dan khayalan,
4. Media

Media yang digunakan sdalah dengan melakukan keglatan periklanan perosahann dan
scharsenya menestukan medis-media apn yang digunaksn denpan melaksanaksn
penyesuaian media terhadap konsumen misalmya media apa yang paling disenangi
konsumen dan juga melihat bizya yang diperlukan untuk menjangkau kelompok
sazaran, Confoh media vang dapat dipunakan seperti televisi, radio, majalah, swrai
kabar dan lain-lain.

5. Mengukir
Mengukur adalsh mengukur keefektifan periklanan vaitu keégiatan periklanan yvang

dikakukan efekil dalam meningkstkan penjualan,

b Fromosi Penjoslss
“Promosi perjualan adalah bentuk perswasi fongsung melalul pergrunaan berbagi
tmxentif yorng dapat digtur wwuk merangsang pembelion produk dengan segera don otoau
mevnngkakan fumilah bargrg vang difvedi pelaorggaen™ (Fandy Tjiptiono 1997 ; 229)
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Promosi penjualan direncanakan untuk menambah dan mengkoordinasikan Kegiatan
penjualen perorangan dan periklanan. Kegiatar-keglatan promosi penjualan secara umum
berdiri dari :

I. Pemberian insentif seperti komtes, pegjalanan, bonus, hadish, dukungan periklanan,
barang gratis, perkenalan dan lain-fain.

2. Pencimpon harga promesi seperii kapon, tunjangan rabed, tana dan lain-lain.

1. Kegiatan informasional seperti pengiriman lewat pos, display, demonstrasi, alat bantu
penjualan, catalog, iklan khusus, pameran dan lain-lain,

Eeglafan-kegiatan promos] penjualan tersebut diarahkan kepada :

|. Konsumen sasaran bahwa promosi perjual digenakan dalaml memasarkan banvak
barng atan jasa kepads konsumen untuk mendorong pembelian dalam unit vang lebih
besar.

2, Industri sasaran vailu diarahkan kepeda pemibeli produk-produk industri.

3. Perantzra untuk mendorong pengecer menjalankan prodek bame dan tingkat
persadiaan vang lebih tinggi, pembelian diluar musim, mendorong penyimpangan
persedimnn untuk produk-produk yang bechubungan dengas mengimbangi promosi
kompetitif dan berusaha masuk kepasar-pasar.

4. Tenaga penjual dimaksedkan untuk mendorong karyawan agar febih  tertaric pada
produk ity sendiri dan kegiatan promosi perusahaan,

¢, FPenjualan perorangan aiau |]I"l|.‘|:Id.‘l
“Penjualan peroranganTangseng sdslsh preserinsi langseng suantu percahspan
dengan salu atau kebih calon pembeli, dengan maksed untek meadapatkan
pemjualan™ (David W, Cravens 1994 : 77}
Penjualan percangan merupakan alat promosi yang mahal, tetapi mempunyal peranan
yung sangal besar bagl indusirl jasza. Pemjuslan perorangan memponysi kelebihan-
kelebihan antars lain:
I. Para penjual dapat berinteraksi dengan para pembeli uniuk menjawab pertanyaan-
pertanyvaan dan mengatasi penolakan.
Para penjual dapat menargetkan pembeli
Para penjual mempunyai kapasitas uniuk mengumpulkan pengefahuan pasar,
Perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan perorangan teriebih dahulu harus
mempersispkan para wirsniaganya dengan sebalk-baiknva, para wirinigs merupakan
pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen. Penjualan perorangan memiliki
ciri-ciri sebagni berikut :
|, Berhadapan langsung yaito melibatkan hubungen yang hidup, cepal dan interuktif
antara dua orang atau lebih,
2. Pengembangan yaitu berussha mengembangkan hubungan yang ada  menjsdi
hubungan vang berlangsung lama stan hubungan yang berkelanjutan.
3. Respons vailu mengenai respors yang tegedi don konsumen dengan  adanys
penjualan perorangan ind.

B b

d. Puhlisiias
Publisitas dapat didefenisikan sshagal “mendopatkan roang editorial yang becheda dari
nsrig vang dibayar atau iklzn di semua media vang dibaca, dilihat ateu didengar cleh
konswmen perusshean siau calon-calon konsumen dengan maksad uriuk membanio
mengapai tujuan-fujuan penjuakan”,
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Publisitns merupakan salah satu bagian den konsep yang lebih besar yakni hubungan

masyarakat, pada paris bedarnya publisites dapat dipisahkan dalam dua bagian yvai :

publisitas produk dan publisitas kelermbagzann,

Fuhlizitas Frodok adalash poblisice vang dimgukan ontuk menggambarkan  atan

memberitzhukan pada masyerskat atau  konsumen tentang suntu produk  beserts

pengzunaannya. Sedang Publisitas Kelembagaan publisiias vang menyangkutl tentang

organisasi pada umumnya. Publisitas ini dapat menciptakan dampak vang hebat terhadap

masyarakat hanva dengan biaya yang lebih kecil dari pada biava perklanan, Perusahaan

tidak membayar pang ataw wekiu dalam media, hanya membayer seorang stafinya untuk

membual dan mempublikasikan cerita-ceritanva,

Beberapa kebaikan publisitas ini antara lain :

. Publisitas dapal menjangkan orang-orang vang tidak mau membaca iklan,

2. Publisitas dapat ditempatkan pada posisi yang terbaik pada surat kabar alau lempat
YANG MEmy ok,

3. Pembaca lebih cenderung percaya kepada publisitas dan pida iklan.

4. Publisitas tidak membuiuhkan biaya

Adapun keburukan dari publisitas ini antars lain

1. Publisitas tidak hanya merupakan pendukung metods promosi vang lain,

2, Publizsitas tidak bisa menggantikan peran dari alat promosi yang lain.

e, Pemasaran Langsamg
Pemasaran langsung merupakan bauran promosi tambahan vasg terjadi akibat kersajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dimana konsumen makin sensitive
dalam melakukan pembelian produk.
“Pemasaran langsung adalab suatu systems pemasaran yang bersifat interaksi yang
memanfaatkan ssfu atsa beberapa medin periklanan entuk menimbulkan respon
yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi® (Fandy Tjiptono 1997 : 131}
Pemasaran langsung berusahs uniuk dapat menuju kepada suaiu penjualan langsung.
Samn-saran yang dapai dipunakan  dalam pemasarin langsung adalah pos langsung
ataupun catalog, pesan lewat pos, respon langsung radio dan televisi mempurmeai ciri-ciri
s-:hag;ujbtriliut
. Tidak umum dimana pesan bissenya ditujukan pada oramg terfeniu dan tidak
menjangkau orang kxin,
2. Dribueat khusus, pesan dibuat khuses untuk menarik mdividu yang ditaju
3. Up to date, suatu pesan yang dapat distapkan dengan sangat cepat untuk disampaikan
pada sessorang imdividu.

BAURAN FEMASARAN

Pada umumeayva perusakazn mendapatkan ksba dar usaha yvang dikelolanya. Laba ini
bertwjuan untuk menjamin kelangsungan bidup dan periumbuhan perusahaan, Kemampusn
perusahaan dalam meningkatkan laba harus didasari oleh pertambahan jemlah hasil produksi
disertal dengan peningkatan jumlah penjualan,

Bauran pemasaran yang terdiri dari variabel-varinbel vang dikendalikan perusahaan
vailu produk, harga, saluran distribusi dan promosi digunakan entuk mencapai pasar sasaran
guna meningkatkan volume penjualan dilakukan perusabasn vang dijabarkan sebagai
berikout:
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I. Produk
Kegiatan perusahaan vang salah satunva adalah menjadi pengembang bagi proyek
perumehan dimang perumshan vang dibasilkan tersebnt ditujukan kepada Konsumen
dengan tingkal pendapatan menengah kebawah dan merengah ke atas scbagai pasar
sasarannye. Perumahan yvang dihasilkan adalah komplekls perumaban di kabupaten Deli
Serdang dan daerah Tingkat 11 Kodya Medan,

2. Harga

Bistern pembayaran yang ditetapkon perusshasn adalah sebagar berikut

a. Booking Fee Rp. 5.000,000,- (Lima Juta Bupiah)

b,  Angsuran periama sehesar [5%6 - 20 dibayar selambat-lambamya 10 {Sepulah}
hart sejak tanggal pedanjian ditetapkan.

¢, Untuk Kredit Pemilikan Bumash (KPR), 60% dana dari Bank dan 40% dana dan
konsumen. Kelebihan tanah discsuaikan denpan harga standar dari peruszhaan,
kelebian tanih ini terletak disudut ataw hook.

d. Perusshaan memberikan potongan harga, apabila cam pembayiran koensumen
melakukan pembelian dergan kontan sebesar 2.5% hingga 5% dari harga jual
rumah tersebut.

3 Tempai

Spluran distribusi vang diterapkan perusahosn adaloh memskai saluran distribosi

langsung ke konsumen yaita mengontrak pemasaran atan sales porson  guna

meningkatkan volumse penjualan.
4,  Proamosi

Perusshoan  selaoma ini menggunakan promesi demgan  menggunakan  mesdia
periklapan yang antara lain suwat kabar harian, billboard dan spanduk yang dilakukan
tiga bulan sekoli, pamemn yang dilakukan di mal-mal dan puset perbelanjann yang
dikoordinir cleh organisnai promosi, brosur dan stiker dengan mencaniombon produk-
priciuk perusahasn agar konsumen memperoleh penjelasan secara detail mengenal tipe,
luas tansh dan bangunan, harga lokasi, serta fasilitas-fosilitas vang tersedia, kesemuan ini
disesuaikan dengan dana dari kebijakan promosi perusahaan,

Pelaksanaen kepiatan promosi yang dilakukan perusahasan mengeluarkan biaya-
bizva promosi setiap mhunnya, Berikut ini penulis menyajikan data biava promosi vang
dikebuarkan sebagai berikut ;

Tabel 1 Blaya Promosi PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2002 - 2006

| No | Tahun Promasi {Rapinh)
i LT 24651, 750
2 FLLIE] $6.871.348
3 el 1 ] 15771.228
4 | 2005 13.013.900
5 | 2008 60256572

Sumber - PT. Pandu Parsmitra Medan

Mengerai biaya produksi vang dikelwarkan oleh pervsabaan adalabh berdasarkan
kegiatan promosi yang rutin dilaksanakan dan dilihat juga dari tingkat penjualan yang terjadi,
Tiap tahunmya bizyn promosi yang dikelaarkan mencakup binya seluruh  kompenen-

komponen bauran promosi,
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HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAP] FERUSAHAAN

Sebagal perusabaan yeng bergerak dibidang perumehan dalam melaksanokan kegiatan
usaha ini baik zecara langsung maupun tidak langsung tentn ssjo menghoadapi hambatan-
hambatan vang depal mempengaruhi pencapaian target penjualan vang telah direncanakan,
sgar perusahasn mampu bertahan hidup mau Gdak mau hares dapat mengatasi segala
hambatan-hambatan fersebut.

Hambatan-hambatan vang dihadapi dalam memasarkan produk adalah

I. Bertambah Pessing
Suaty perusshasn harus bisa melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan yang
cepat. Seberapa jauh adaptasi yang diperlukan it lergantung kepada kadar, kecepatan
dan kompleksias pervbahan lingkungan. Situasi politik dan kesmanan di Indonesia
secara umum yang belakangan ini semakin buruk mengakibatkan persaingan antars
perusahaan, baik perusahaan-perusahasn yang telah lama berkecimpung di dumia real
esate ini maspun dengan perusahasn yang baru memasuki dua real estate semakin
meningkal dilam mencari pasar dan menemukan peluang baru seperti dibangunnya
perumshan Citrs Wisata, The Piazras Residence dan lain=lain, Untuk menghadapi
persaingan yang semakin ketat ini, perlu dicari suatu keunggulan produk yang dimiliki
okch perusahann ini yang tidak dimiliki cleh perusahsan-perisahaan pesaing.

1. Duya beli konsumen stay masyarakat
Dayn beli konsumen stsu masyarakat terhadap kebuluhen primer seperti pangan,
sandang dan pangan menurun akibat negara kita belum mampu menarik investor asing
lebih banyak lagi untuk menamamkan modal diberbagai seltor vang tidak mompu
ditangani oleh invesior dalem negeri dengan dong vang terbatas,

Y. Pemycbarlvasan Informasi
Penyebaran informasi tentang produk ini masih kurang jumlahnyn dan masib terbatas
sarana  yang digunakan bila dibandingkan dengan pensahaan-perusahaan  sejenis

KEBLJAKAN FROMOSI Y ANG DITERAPKAN

Promosi merupakan salah satu cara unfuk memperkenalkan atau memberitahukan
kepada konsumen akan produk yang kita tawarkan, schingga diharapkan komsumen tertarik
dan mau mmhﬂhpmduk}'qurmperhmikmmﬂm Adspun semua  bentuk dari
promosi adalah wnmuk  memberikan  kootribusinya terhadap Wjuan-tujean umom  dard
perusthoan yaitu mencapal maksimam. Maksod kebijaksanaan promosi oleh peruahnan ini
schenamya adalah sesuai dengan tujuan promosi itu sendiri yaitu menaikkan volume
penjunian yang kemudian aken menghasilkan laba, dengan memawarkan kebutuban yang
memuaskan bagi konsumen dan pasar dalam jangka panjang,

Sesuai dengan misi perusahaan vang ngin dicapai perusshasn dalam memasarkan
produknya baik untuk kalangan menecgah ke bawah movpun kalangsn menengah keatas,
mika sudih tentu kegiatan usaha serutama ditgjukan untuk dasrah yang stmtegis untuk
dijangkau. Schubungzn dengan i, maka kegistan promosi yvang dilakukan jenis promosi
yang bersifat umum,

Audapun cara promosi vang dilakukan perusahaan adalah
. Personal Sclling

Dalam kegiatan personal selling perusahaan menugad:m penjualan yang dilakukan oleh

para lendga pemasar langsung untuk mencari mangsa pasar yang dianggap potensial,
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Dalam melakuakn penjualan oleh pars tenaga pemasar melaloi  personal selling sangat

bermanfaat bagi peninghkatan volume penjualan serta manfaat lainnya.

Manfast bain vang dimaksud adalah :

a, Bahwa para tenaga pemasar akan lebih dapat memberikan informasi vang lehih
rinci tentang produk yang ditawarkan, sehingga diharapkan pembeli akan lebih
vakin dan tertarik untuk membelinyva.

b Melalni personal selling, tenaga pemasar akan lebih mengetahui informasi pasar
yailu posisi para saingan, keadaan pasar yang diperoleh maka akan bermanfaat bagi
menajer pemasaran dalam mengambil setisp keputusan yang berhubungan dengan
prEmasaran,

2, Periklanan

Periklanan merupakan salah satu akat promos] yang dipergunakan olch seriap peresahagsn

untuk momperkenalkan produknyn kepadna konsumen secara tidak langsung. Demikian

haltiya dengon peruzshasn, dengan menggunakan periklanan schagai salah sstu ala
promosinya. Salah satu jenis periklanan yvang digunakan sdalab medin cetak,
elektroniks, majelak ataw booswr.

TARGET DAN REALISASI PENJUALAN

Untuk menentukan berapa besar larget penjualan dari pensahaan, maka pimpinan
perusshsan terlebih dahuly mengadakan suatu peramalan penjualan.  Perencanaan targed
penjuslan dibedakan ates target jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka pendek
adalah jumlsh target penjualan yang diramalkan dalam satu tahun, sedangken target jangka
panjang adalah tarpet penjualan yang diramalkan selama lima tabun

Sebelum perusahaan meramallkan penjualan sebagai cara menentukan hrgut penjuzlan,
ada beberapa faktor vang diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum memutuskan dan
menetapkan arget penjualan. Fakior-fakior ini meliputi faktor yang datangnya dari dalam
perusshasn dan faktor yang dmangnya dari luar perusahaan. Fakior dari dalam perusahasn
misalnya besarnya kapasitas produk, pengadaan modal kerja, kebijaksanaan harga jual dan
sebagainya. sedonghkan fakior dori Juar peruahsan misalnys keadasn umam perekonomian,
kebijaksanaon pemerintah dan sinsasi persaingan.

Dengan memperhatikan  faktor-fakior diatas, maks pimpinan perusahsan  akan
menentukan target penjualan dalam satu tabun tertenty maka volume penjualan selama 5
tahun terakhir adalsh sebagal herlon :

Tabel 2, Volume Penjualan PT. Pandu Paramitra Medan
Tahun 202 — 2006

Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp)
2002 | 25.000.000,- | 24.765.989.371,-

| 2003 | 26.000.000,- | 24.800.715.453 -

MM | 33.500.000,- | 32.451.807_840,-

2005 | 36.5000000,- | 36.039.690.502 -

2006 | 40.500.000,- | 39.627.573.164,-
Sumber : PT, Pandu Psnsmitra Medan

Dari ilustrasi di atas terlihar bahwasanya tarpet dan realisasi cukup seimbang dengan arti
bahwa target yang lelah ditetapkan oleh perusahaan telsh tercapai maksimal. Hal ini
disebablkan knrena perusshaan secars kontinu mengaktifkan tenaga pemassr, sehingga masih
kurang dalam memperhatikan pangsa pasar dan disamping it telah banyak timbul saingan-
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suingan dari pihak perusahaan lain vang sejenis sehingpa dengan sendirinya perusahasn tidak
dapat mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan.

Dengan terealisasinya target penjualin selama 5 tahun, maks berikut ini disajikan
perkembangan volume penjualan dari tahun 2002 — 2006 sehagal berikut :

Tabel 3. Perkembangan Volume Penjualan
PT. Pandu Paramitra Meden Tabuns 2002 - 2006

Tahun | Volume Penjuslan (Rp)
2002 24.765.989,371, -
2003 24 803,715,453 -
Jnd J2. 451807 840 -
2005 32 030,600 502 -

L2006 I0.627 571,164 -

Volume penjualan vang terjadi secara umum cukup baik, karena mengalami peningkatan
seliap tahunnya, walaupun tingkar pembelisn konsumen menurun dan hinya promosi vang
dikeluarkan tidak cukup besar, hal ini memungkinkan dischubkan karena adanya tengm
pemasar secara kontinu memasarkan jasa-jasa lainnya.

ANALISIS DAN EVALUAST

Berdasarkan wraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan hasil
penelitian penulis, makas pada bab ini penulis mencoba memberikan analisis dan evaluasi
sebagai berikut

A, Analisis dan Evalussi Produk

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, perusahaan ini mengadakan suatu kontrak dengan
kontrakior pembangunan perumahan dimana PT. Pasdy Paramitra Medan sebagai
pengembang membangun rumah-rumab  ini berdasarkan pesanan, Dengan  kata  ain
perusahaan juga menyediakan rimah siap hani sebagai rumah contoh dan dapat dibeli oleh
komsumen vang berminat memilikinya. Transaksi diawali dengan konsumen mengisi dan
menandatangani formulir pesanan. Apabila konsumen memenihi persyaratan yang diminat
perusahagn dan disetujul oleh pimpinan perusahaan, maks dibustlsh surst-surat perjanjian
antara kedua belah pihak,

Hasil pengamatan penulis, menemukan bahwa fipe remah vang paling diminati oleh
konsumen adalah tipe 45, tipe 60 dan tipe rumah yang paling sedikit diminati oleh tipe 100
dan setiap tahun angka penjualan rumah mengalami penilaian sebesar 15.3%.

B. Harga

MhulmmmmmmMEd&mem
menyerap konsumen poiensial yang menjadi pasar sssaran, Dengan hargn yang bervariasi
mercka dapal memiliki berbagai tipe rumah yang mercka butuhkan dan inginkan serta sesuai
dengan kemampuan keusnganaya.

Segmentasi pasar yang diteropkan berdasarkan faktor dermigrafi yaite pendapatan cabon
konsumen, Untuk menetapkan harga jual setisp wnit rumah atay s kapling tanah
berdasarkan wotal biaya yang dikeluarkan dakym membangun satw unit rumah yang dipesan
oleh konsumen. PT. Pandu Paramitra Madan melakukan peningkatan horga rumeh mulai dari
0,034% untuk tipe 36 dengan luas tanah 7 x 15 m (105 m?) dan luss bangunan 50 m” hingga
0,065% untuk tipe 60 dengan luas tanah & x 20 (160 m?) dan luss bangunan 145m’.
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C. Saluran [Nstribusi

FT. Pandu Paramitra Medan menetapkan memakai saluran distribusi langsung. Dengan
kate lain perusahaan mengontrak pemasar sesuai dengan perjanjinn memasackan produk
yaiis rumah dengan berbagal tipe kepada konsumen secara langsung.-

PT. Pandu Parantitra Medan telah melakukan tindakan yang tapat untuk merekrul teraga
pemasar yang mengaesai soluk beluk dunia perumahan sehingga meninghatkan wolume
penjualan. Pads akhir dekade 2004 hingiza saat ini, tenags pemassr sangat dibutuhkan karena
dengan nalknya angka penjualan untuk tahun hingga saat ini mengalami kenaikan sehesar
18,3%%

D,  Promosi

Setiap perusahaan memiliki  karakieristik masing-masing khususnya dalam hal
menctapkan kebijaksanaan perusahsan. Kebijaksannan vang berbeda dalam satu perusahaan
antara lain dalam hal karyawan, produk, keuangan dan pemasaran, hal ini dimaksudkan agar
pasar snsaran mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan perusahaan ini maupun
perusahasn-perusahaan saingan.

PT. Pandu Paramitrs Medan menerapkan metode promosi yang hars ditingkatkan
dengan cara penyampaian informasi kepada konsumen, aivara lain -

. Iklanm

Iklan yang dilskukan dalam mempromosikan secara berkala yang dalam artian tema
selalu berubah-ubsh, Ini dimoksudkan agar iklan tetap up to date dan dapat meraih perhatian
pangsa pasar, khususnya media elekironika dan pesan-pesan yang terdapat pada iklan dalam
medin cetak juga berubah-uhah pada setiap bulannys.

Berikut ini adalsh data mengenni persentase biaya ikian dari total biaya promosi tzhun
2000 - 2004 sebagai berikut :

Tahel 4. Persentase Biava Tklan PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2000 - 2004

Tahun | Binya lkian (Rp) Pmrﬁ:} ;';E'im
30 17256228 | 24.651.750 0%

2041 12811344 46.873348 e
2002 25.039.8640 35.771.228 0%
2003 33.609.730 38.013.900 0%
2004 42.179.600 600,256,572 0%

Ditinjau dari data persentase biaya promesi, iklan merupakan elemen bawran promosi
yang diprioritaskan oleh manajemen perusahaan. Secars feoritis, alat promosi ini sangal
efektif menjangkan konsumen diberbagai tempat, Pibak manajemen menyadari bahwa iklan
berpengarub cukup besar uniuk mengingatkan dan menginformasikan kepada konsumen
segala scsuatu hal tentang jasa yang di tawarkan.

Berikut ind adalsh tsbel yang menunjukkan persentase biaya promosi penjualan terhinung
dari tahus 2000 — 20004 sebagai berilut:
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Tabel 5. Persentase Biaya Promosi Penjualan FT. Pandu Paramitra Medan

Tahun 2000 - 2004
Tahus Binyn Promosi Penjualan Total Biava Promosi Persentase Biaya
(Rp) (Rp) Iidan

2000 3169762 24.651.750 15% n |
2001} 7.031.002 46.873.348 15%

2002 5,365,684 35.771.28 15%

2003 7.020.208 38.013.900 15%

2004 9038456 60.256.572 15%

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap iahunnya biaya untuk promosi penjualan tidak
mengalami perubshan bahwa promosi penjualan yang dilakukan adolsh sebagai hahan
promesi pendukung, diantaranya hanya dilakukan pada sast-saat terieniu saja,

Berikut perbandingan antam biaya promosi dan volume penjualan sehagai beriku |

Tabel 6. Perbandingan Blaya Promosi dan Volume Penjualan PT, Pandu Paramitra Medan

Tahun 2000 - 2004
Tahun | Risys Promesl (Rp) | Volume Penjualan (Rp)
2000 74,651,750 24.76%,949.371
2001 46 873,348 24.803.715.453
2002 315.771.228 15451807840 |
2003 12.013.900 36.039.600.502
2004 60355 572 39.627.573.164 |

Berikut ini penulis akan mencoba menghitung korelasi Baya promosi dan peninglkatan
virlume penjualan sebagai berikout

Tabel 7. Menghitung Korelasi Binya Promosi dan Peningknatan Volume Penjualan PT. Pandu

Paramitra Medan Tahun 2000 — 2004

Tahun | B@¥8 Promosi X | Volume Penjualan ¥ xi ¥ 'y
(Rp) (Rp)

2000 2 24766 | 575 | 613354456 | 504.384
2041 4 24.804 | 2.116 615238416 | 1.140.984
2002 35 32431 | 1225 | 1.053.067.40] | 1.135.785
2003 a8 36.040 | 2.304 | 1.298.881.600 | 1.729.920
2004 60 39.630 | 3.600 | 1.570.536.900 | 2.377.800
1;? 213 157.691 | 9.821 | 5,15L079.073 | 6,978.873
KESIMPULAN

1. PT. Pandu Paramitr Medan adalah perusshsan yang bergerak dibidang peremahan aau
real estate dalam memosarkan produknya demgan segala fasilitns dan perlenghapan
didalamnya konsumen menaruh minal yang besar terhadap fipe 60 dan schaliknyn -
konsumen kurang berminat terhadap tipe 16 yvang ditswarkan perusahann.
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2. PT. Pandu Paramitra Medan dalam hal menaikan harga jual mulai dari 0.35% untuk tipe
36 hingga tipe 0,65% untuk fipe 60 merupakan harga jual saat ini masih diterima
konsumsen, akibat keadaan perekonomian Indonesia saat ini belum benar-benar stabil.

4. PT. Pandu Paramitra Medan dalam hal memasarkan berbagai produknya secara langsung
tanpa memakai tenaga pemasar,

4. Untuk mendokuung pasar sasaran, makn PT. Pandu Paramitra Medan meneraphan
prosedur pelaksanasn promosi berdasarkan rencana dan sesuai teori-teori yang ada seria
berhasil dalam mencapai tujuan penjualan yang diinginkan dengan biaya promosi yang
dikelsorkan mempunyai balangan yang sangai kuat dan positif dengan nilai penjualan
penesahaan,

3. Penetapan kebijaksanasn untuk tenaga pemasar masih belum bakk sehingga masih perlu
disempurnakan.

6. Pimpinan perusshasn harus berusaha ustuk menckan binya opernsi perusahaan yang
sudah ada.
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PERANAN SAKSI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DALAM UPAYA FENEGAKAN HUKUM

Abdullah Syafi'i
Staf Pengajer Fakuhas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Keterangan vang disampaikan saksi di depan persidangan mervpakan alar buke
yang sah. Untuk menilai kebenaran keterangan saksi ini, maka hakim harus menyandarkan
padn alat bukti yang lain, sekalipun saksi telah disumpah, hekim tidak berpegang pada
keterangin satu saksi saja, tetapi didasari juga pada kevakinan hakim. Kekuatan keterangan
saksi ini merupakan kekuatan bukti yang ulama bagi hakim dalam mengambil suau

san,

Kata Kunei @ Alat Bukti

PENDAHULLUAN

Pembuktian mengandung maksod dan wsaha untuk menyatakan kebenaran atas sua
poristiwa, schingga dapat diterima olch akal terhadap kebemaran atas peristiwa, Baik dalam
proses acars pidana maupun scara perdaia, diperlukan adanyve pembuktian yang memcgang
PEFANAR Penting,

Dalam hukom scara pidans (KUHAP) makas disebutkan, alat bukti vasg sgh adalah
apa vang disebut dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hulom Acars Pidana, antara bdn -
K.eterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan Terdakwa
Hal umum yang sudah diketahui dan tidak perhu dibuktikan.

mmm:mmmmxmum;-mdmgHm Acara Pidana
lersebat, moka akan terlihat bahwa keterangan saksi adalah vang penama, Oleh karena i
dalam tulissn ini penulis mengkhususkan pembahasan pada peranan saksi pada proses
pemeriksaan perkara pidana.

Menjadi saksi adalah merupakan kewajibian dari setiap warga negara. Orang yang
dipanggil menjudi saksi dan menolaknya dapat dikenakan pidana.

Peranan saksi dalam memperjelas dan mengunghapkan peristiwa pidana sangan
menentukan, sehinggn diantarn alat bukti yeng dipergunakan di dalam persidangan,
keterangan eaksi merupakan alat bukti vang sangsl berperan dalam menentukan keadilan
hagi seseotang yang sadang mencan kesdilan dipersidangan,

Momun apkhir-akhir ini kita mendengan adasya kecenderungen dalam sebagian
masyarakal yang “malas” atan “takut™ unfuk dijadiken saksi dalam suatu perkara, Problem
keengganan dan ketakutan untuk menjadi saksi ini dapat disebabkan beberapa hal, yang
entara kain dapat berupa kondisi dar masyarakat it sendird, didalam masyarakat pedesaan,
misalnya turun naik kantor dapat dianggap menyusahkan. Kondisi lain adalah mengenai soal
dateng menjadi saksi dengan menggunakan binya sendiri, atau penvebab lain berepa
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seringnya pengunduran pemeriksaan saksi, sehingga harus menunggn untuk wakiu vang
fidak tepai denpgan panggilan, cara pemenksaan vang sering tidak sesuai dengan prosedur
hukum yang berfaku, saksi dipaksa mengaku dan lain-kain vang mengakibatkan kemalasan
den keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, Pada hal kedudukan saksi sangat
membaniu hakim dalam memberikan keputusan, karena dengan adanva saksi ini dapat
memberikan bahan bagi majelis hakim untuk memperjelas perkara yang sedang disidanghkan.

PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAF) moupun HIE, terdapat
persamaan dalam cara mempergunakan akar buktl, yakni sistem negaif menurut undang-
undang vang termuat dalam pesal 133 KUHAF dan pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 Kitab
Undang-undang Hukum Acarn Pidana (KUHAP) berbunyl © “Hakim tidak bolch
menjafubkan pidana kepada sescorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan babwa suate tindk pidana benar-benar terjadi dan
bahwa lerdakwa telah bersalah melakukanmya®™,

Aps vang terkandung dolam pasal 183 kitab wndang-undeng Hukum Acara Pidana ini
mlah bahwa ‘selurang.kuranpnya ads doua alat bokii vang sah
a. dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakis :

I, tindak piclana telah terjadi, dan
2. terdakws telah bemsalah.

Kemudian dalam pasal 29 (1) HIR berbunyi : "Tiada seorang pun dapat dilukum
kecuali hakim berdasarkan alat bukti yang ssh memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalab melakukannya™,

Jadi, pasal 183 KUHAF menetapkan minimum dua alat bukti, yakni misalnya
keterangan saksi dan swrat dan seterusnya terdopata beberapa kombinasi atau gagasan dani
alnt-alal bukti yang sah, Pasal 294 (1) HIR tidak secam nyata mesyebutian berapa alot bukei
minimum vang dikehendaki, apakah safu alst bukti sajs siau dua alat bokti yang sah dari
alat-alat bukti vang disebutkan oleh pasal 295 HIR, yakni
1. Kewrangan Saksi
2. Surat-surat Bukti
3. Pengakuan salah dari terdakwa
4. Petunjuk (sanwijzing).

Akan tetapi dan pasal 324 ayal 91} dan (2} HIR, dapat ditarik kesimpulan bahwa
sebagai alat bukti yang sah minimam dibutahkan sdanya dus alat bukei yang sah. Kedua sy
ity menyebutknn bahwa

Hakikai pembuktian ialah mencori kebensran akan peristiwa-penistiwa hingga dengan
demnikian akan

Dalam Kiab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masih dianut bahwa keterangan
senfang saksi (pasal 185 aval (2) KUHAP) Asas ini dikenal dengan istilah “umna restis
iy festis” alsu seorang soksr bukan rokel,

. Pengertian Saksi dan Prosedur Pemanggilan Saksi

Menurut pasal | batir 26 dart Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAF),
saksi adalah orang vang dapat memberikan keterangan puna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkans pldana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri
dan i alami sendiri.

Sedang pada pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undany Hukwm Acara Pidana {KUHFP)
menberikan defenisi tentang keterangan saksi schagai berikut ; “Keterangan saksi adalah
salah satu olat bukti dalam perkora pidane vang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
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peristiwa pidana yang ia dengar sendici, i lihat sendin dan ja alami seadind dengan menvebut

alasan dari pengetahuannys itu'.

Pada asaseya setisp ofang  dapal memberikan keterangan guna  kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan peradilan seperti vang tersehat dalam pasal 1 batir 26 Kitab
Undang=undang Hukum Acara  Pidana (KUHAFY, dan setiap orang  dapat  diminta
keterangannya schagai saksi sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
Undang-undang, agar saksi dalam memberikan keterngan yvang tidak dipaksakan dan tidak
memihak.

Agar diperoleh keterangan saksi vang tidak memihak maka saksi vang erat pertalian
keluarga dengan terdakwa fidsk dapat didengar keterangannya dan boleh mengundurkan diri
5 saksi,

mﬂal&m pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan, yvang tidak
uaptt didengar an dapal mengundurkan diri sebagal saksi adalak :
Keluarga sedarah afao scmenda dalam garis luros ke pias maupun ke bawah samapai
derajat ketiga dar terdakwa atau vang bersama-sama sebagai tendakwa,

2. Seudsra dari terdekowa, saudare ibu stau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyal
hubungan karens perkawinan dan anak-gnak ssuders terdakwa sampai derajat ketige

3, Suami stau istrl terdakws meskipun sudeh bercerai ataw yanpg bersama-sama schagai
terdnkwa,

Kepada mercka ini, hanya jika penuntut urmum serta terdewa secara tegas monyveiujui
dapat memberikan keterargran & bawah sumpah (pasal 160 ayat (13 KUHAPL Dan jika
perseinjuan fersebat ayat (1) tidsk diperolel maka mercka hanya hbolsh memberikan
keterangan tampa sumpah (pasal 169 ayvar (2) KUHAP),

[ samping saksi-saksi vang boleh menmundurkan diri, terdapat pula golongan saksi
vang boleh dibebaskan memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang disebutkan
pada pasal 170 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

I. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat ataw jahatan diwajibkan menyimpan
rihasia dapat diminta dibebaskan dari kewajiban wniuk memberi keterangan sebagai
saksi, yaitu tentang hal vang dipercayakan kepads mercka,

2 Hakim meneniukan sah atau tidakrya segals alasan untuk permintzan tersebut,

Dixlam penjelasan atas pasal 1|70 Kitab Undang-undang Hukum Acama Pidana, bahwa
kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan |ika
tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengahur tentang jabatan atau
pekerjann yang dimaksud, maka hakim yang meoncnfukan sah ataw tidaknya alasan untuk
diperoleh kebebasan dan kesaksian.

Masih ada golongan lain lagi yang bolech memberikan keterasgan tanpa disumpah.
Golongan ini ialah : onak-anok yvang belam cukup umuer 15 thon dan belum kawin, dan
orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya kembali baik,
maka mereks lidak diambil dengan sumpah atac janji dalam memberikan keterangan. Karena
itw, keterangan mercka hanye dipakai sebagai petunjuk saja. Mengenai hal ini depat kita lihat
pada pasal 171 avat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (1) : Anak yang umursya belum cukup lima belas taho dan belum pemah kawin.

Avat (2) : Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang mgatannya baik

kembali,

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalsh apa yang ia lihat, dengar dan rasakan
sendird, lagl pula tap-tiap kesaksian harus diserial alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana
sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olshmya Perasaan atsu sangkaan yang
igtimewia yang terjadi karana akal, tidak dipandang sebagal penvaksian belaka.
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2. Prosedur Pemangpilan Saksi
Tujuan dari pada hukum acare pidana adalab untuk mencari kebenaran VAN sefali atau
kebenaran material. Mencari kebenaran material it tidaklsh mudah, Hakim vang memeriksa
suntu perkara yang menuju kea rah ditemukannya kebenaran material, herdasir mana ia akan
menjuubkan putusan, bissanya menemui kesulitan karena betapa fidak, kebenaran material
yang dicari itu telah liwal beberapa wakiuy, Fadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa
bulan lampau, bishken kadang-kadang berselang beberapa tahun,

Untuk mencapa tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembuktian
yung cukup dan lenghkap, Oleh karcna itu, aparat penegak hukem datam prakiek hukum acara
pidana harus bersifat aktif dalam berbua: dan mengumpulkan serta mencan alat bukti yang
berguna bagi penyelesaian perkara pidana ini.

Mencari keberanan akan peristiwa-peristiwa lingga dengan demikian skan diperaleh
kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tertentu,

[alam system hukum scara pidana yang menganut stelscl negatil wettelijk, vaitn yang
hanya mengakul alst-alat bokti yang sah  menunst undsng-undang saja yang dapet
dipergunakan untuk pembuktian. Dalam Kitab Undsng-undang Hikem Acara Pidans
ditegaskan bhahwa peountut umum membust surst dakwaan, oleh karena ia berkwnjiban
antuk menyusan alat bukti dan pembukiian tentang kebenara surat dakwasn atai lentang
kesalshan terdakwa. Tentunys pembuatan surat dakwaan ini berdasakan laporan permulaan
dar penyidik.

Dralam mencan kebenaran melalui pembuktian kesaksian pada tingkat penyidikan atau
pemerikszan pendabulvan dan pemerikeaan persidangan, maka bak penyidik maupun
penunisl umum seielzh melakukan pemeriksaan kepada terdakwa memandang perfu wntuk
menghadirkan saksi-saksi, balk saksi biasa atau saksi shli.

Prosedur pemanggilan saksi tersebul adalah sebagal berikut :

I penyidik stau penuntut umum guna kepentingan pembuktian guna penyelesaian perkara
pidana baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan membiat surad
pemanggilan kepada saksi atau ahli dan dissmpaikan sclambat-lambatnya tiga hari
sebelum tanpgal badir vang ditentukan, di tempat kediaman mereka yang terakhir.

2. Petugas yang melaksanaksn panggilan tersebut horus bertermu sendiri dan berbicara
langsung dengan orang yang dipangeil dan membust catasan bahiwa pemanggilan telah
diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal sertn tanda tangan, baik
olch petugas mawpun orang yang dipanggil tidak mensndatangani maka petugas harus
mencatal

3 Ihlunhﬂhmngymgdipm;gﬂﬁdﬂkuﬂqmdinlahmmmub@inm
dimaksud pada ayat (1), surat panggilen disampaikan melalui kepala desa atay peejubat
dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia ditempat dimann arang
yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka
sural panggilan ditempelkan di tempat pengumaman kantor pejabat vang mengeluarkan
panggilan tersebut (pasal 227 ayat (1), (2) dan (30 Kitab undang-ondang Hukum Acara
prickena).

Sclanjutnya dalam pasal 229 Kimab Undang-undang hokum Acara Pidana disebutkan -
I. Saksi atsu shli vang telah hadir memenuhi panggitan dalam rangks memberikan

keterangan i semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapal penggantisn biava menuns
peraluran perundangan yang berlaku

2. Pejabat yang melakukan panggilen wajib memberitaiukan kepaua saksi atan ahili tentang
hakrya sehapaimana dimaksud dalam avat 1) ini.
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3. Syarat-sysrat dan Dasar Hukum untuk dapat mven jadi S ksi
Menurut Ketentuan undang-undang atau pasal 1 butir 26 kitab Unddang-undang Hukum

Acara pidana packa asasnya setiap orang dapat memberikan keterangan guna penyidikan atau

penuntutan dan peraditm. Bahkan pasal 724 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

mengatur kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi saksi dengan ancaman hukuman
penjars bagi setiap orang vamg ielah dipanggil detigan pannt tidak hadir wwink membersi
iamn,

Yang menjadi pertanyaan adalah : Keterangan saksi yang hogaimana baru dapat
dijadikan alal bukti ketentuan undang-undang ¢

Untuk dapat didengar kelerangannya sebagai saksi, diperlukan beberapa syarat
tertentu. Syarat-syarat terteniu adalah :

I Syarat Formil, yaitu keterangan seorang saksi harus diberikan di bawah sumpah menurut
agamanya, Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukn
yitatg sah bils tidak dikuatican oleh alat-alat bukti lain.

2. Syaral Matericl, yaitu keterangan saksi hanya punya kekuatan pembuktian tentang hal-
hal yong dilihet sendiri, didengar sendiri stsu dialami sendiri oleh saksi. Saksi harus
memberi alasan-alasan wentang apa yang dilihatnya, didengsn dan dialaminya. Apabila
keterangan saksi tidnk disandarkan pada apa yang ia likat, denger dan alami sendiri tidak
boleh dipakai sebagai alat pembuktian yang sah,

Memang tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorung saksi secara
lenghap. Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdin sendiri, dapar dipergunikan
sebagni alat bukii yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannva sotu dengan lain
sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan suaiy kejadian.

Terdapat perbedaan antara keterangnn saksi dan keterangan ahli, Keterangan saksi
inlsh keterangan yang diberikan mengensi hal yarg in alami, i lhat st ia dengan sendiri.

keterangan ahli inlah keterangan varg diberikan atas dasar keahlian yang ka
miliki, yang memberikon penghargaan atas suaty keadaan dengan memberikan pendapat
tentang sebab-sebab tertentu, misalnya kematian, apakah dari keracuman atau tidek.

Kedua keterangan ini, saksi dan saksi ahli, oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAF), dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan
ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekisatan pembaktian, melainkan hanya
dapal dipergunakan uniuk menambah, menguatkan keyakinan hakim {paszal 161 ayat {2}
KUHAP).

Di samping syarat formil dan materil, syarat-syarat untuk menjadi saksi harus
dipenuhi, hdrwadahmmnnbﬂﬂunktnmmmnkﬂ tidak boleh dipakss, tidak
dibennrican adanya pertanynan yang bersifot menjerat, schingza dasipadanyn dapat diperoleh
keterangan saksi yang benar-benar jujur sesusi dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami
sendir.

4. Kekaatan pembuktisn Keterangan Saksi di dalam Persidangan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang kekuatan pembukfian dari keterangan
saksi dan tidak menjelaskan apakah keterangan vang diberikan oleh saksi saja dapat dipakai
sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana,

Akan tetapi jika kita Iihat ketenuan dalam pasal 185 Kitab Undang-unding Hukum
Acara pidana, didalamnya disebutkan beberapa ketentuan tentang kesaksian sehagai alat
bubti yang mempunyai kekuatan dalam persidangan, dengan ketenian :

I. Ketentuan saksi sebagai alat bukti ialsh apa yang saksi nyatakan di siding pengadilan.
2. Kelcrangan saksi saja ridak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbisatan yang didakwakan kepadanya.
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3. Ketentuzn schagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku spabila disertai dengzan
suatu alot bukt yang sah lainnya

4, Keterangan beberapa saksi yang berdin sendiri-sendiri tentang sustu kejadian atau
keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi it ada
hubungannya sam dengan yang lzin sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adarva susty kejadian stau keadaan tertentu.

%, Baik pendapat maupun rekaan, vang diperolch dari hasil pemikran saja, bukan
merupakan keterangan saksi.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sunggub-sungguh
mecmperhstikian -

a. perscsunian anturn keierangan saksi satu dengan yang lain;
bh. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lnin;
¢. alasan yang mungkin dipergunakan oleh sakd untuk memberikan keterangan yang
tertentu;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi scrtn segals sesustu yang pads umumnys dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya,
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak
merupakan alat bukti, maupun apabila keterangan itu sesusi dengan keterangan dari
saksi vdi sumpah dapat dipergunakan sebagal tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAF,
bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari
orang tnin. Penjelasan mengenai ketenmuan yang distur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP
dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan aymt ini ialah untuk mengingatkan hakim agar
memperhatikan ketcrangam saksi hiarus  benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan
objektip.

Mengingat bahwa keterangan saksi it untok dapat dipandang sebagai alat bukati harus
dinyatekan olch saksi sendiri di siding pengadilan mengenai suatu peristiva pidana yang ia
dengnn sendiri, @ lihat sendiri atan ia alami sendiri dengan menyebatkan alasan dari
pengetahuannys tersebul. Ini berarti bahwa sakdd tidak boleh memberikan keterangan
mengenal terjadinya suatu tindak pidana yang ia dengan dari orang lain. Keterangan yang i
dengan dari orang lain tidak mempunyai kekustan hokum schagai suaiu kesaksian,

Selanjutmya untuk mentlai kekuatan ketcrangan yang dikemukakan oleh saksi ini,
makn hakim benar-benar berhati-hati sehagaimana yang disyaratkan oleh pasal 183 ayat (6)
KUHAP. Hekim ketua siding meneliti apakoh semua keterangan yang diberikan saksi telah
benar sesual dengan kejadian yang sebenarmya, atau hanya persangkaan dari saksi belakn.

Jadi dengan demikian dapatlsh disimpulkan bahwa kekuntan keterangan saksi adalah
apa yang saksi mystakan di depan siding pengadilan, sedangkan penilaian mengenai
kekuatannya digantunghkan pada penilaian hakim yang mengadili perkara tersebut.

&, Menjadi Saksi merupakan Hak dan Kewajiban
Salah satu dari penghambat proses penegskan bukum dan keadilan di pengedilan
negeri adalah karema adanya kecenderungan dalam sebahagisn masyerakat yang “malas”
atau “takut” dijadikan saksi dalam suatu perkars,
Apalagl di podesaan, di mana tarun-naik kantor dinnggop ‘menyusahkae”, lais logi
mengenai soal hars dating dengan biaya sendiri dan akibat-akibat tidak disenangi. misalnya
yang kalah perkars {dalam soal perdata) atau yang sampai dihukum (dalam perkara pidana).
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Padahal kededukan saksi turut menentukan keputusan yang dipuhkan oleh majelis
hakim Pengadikin Megeri Dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal
183 menyebutkan @ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sessorang keceali
apahila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yvang =ah iz memperoleh keyakinan sua
tindak pidana benar-benar felab terjadi don terdakwa telah bersalah melakukannya™.

Pasal 184 KUHAP menyvelstkan, alat bkt vang sab ialah

Eeterangan Saksi
Keterangan ahli
Suaraf

Petumjuk

Keterungan ferdakwa

I{Heranw saksi ditempatkan paling atas, kerena begita penting sifamya.

Berdassrkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keduduksn saksi bebih
penting lagi dibandingkan dengan alat-alat bukti lamnya, malahan lebib dahulu diperiksa
sebelum terdakwa sendiri.

Fasal 160 ayal {1} Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ada diaber tais cara
pemeriksann saksi vaita |
. Baksi dipanggil ke dalam sidang scorang demil scorang menerul urtan yang dipandang

sebaik-baiknya okch hokim ketua sidang sstelah mendengar pendapst pemuntul umumm,
berdakwa atau penssehat hukum.

2, Yang pertama-tama disengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

3. Dalam hal ada saksi baik vang menguntungkan maupun yvang memberatkan lerdakwa
yang tercantum dalam surst pelimpohen perkara dan atan yang diminta oleh terdnkwn
atan penaschat hukum atau peruntut omam sckama berlangsungnya skdang atau sebelum
dijsubkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keferangan saksi tersebut,

Jika seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi orang tersebut tidak hadir, maka orang
tersebut dapat dikenakan hukuman, Seperti yang tercantum dalam pasal X4 KLUHP
menyebutkan babwa : *Barang stapa yang dipanggil menunst Undang-Undang akan menjadi
saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang
aepmlug undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan fersebat, dibokum

. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bukan;

I. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal Y24 KUHP ini, maks secama otomatis setiap
oranyg diwajibkan menjadi saksi yang dapat membuat terang can jelas suatu tndak pidasa,

Ancaman lain urmi:ulug}'mg memberikan ]u:l:mngu p:lhu ketikn diperihsa di

pengadilan mongkin saja memperoleh ancaman lebdh berat dan ferdakwa yang maouw
dibelanya staw di jersmuskannys it

Di dalam pasal 113 Kitab Undang-undang Hulum Acara Pidana (KUHAP)
disshathan: Jika seomng tersangka atag saksi vang dipanggil memberi alasan yang patet dan
swajar bahwa ia tidak dapat dating kepada penyvidik wvang melakokan pemerikzaan, maka
penyidik it dating ke tempal kediaman saksi,

Demikian pentingnya peranan saksi ini dalam suatu perkara pidana, schingga tidak
dapat dipungkiri bahwa menjadi saksi adalah merupakan hak dan kewajiban. Adapun
beberapa hak saksi ind disebutkan dalam pasal 117 KUHAP, vaitw antera lain
I, Keterangan saksi kepada penvidik diberikan fanpa tekanan dari siapapan atay dalam

beniuk apapun.

2, Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAF) dalam hal saksi yang
hanis didsngar Keteranganmya berdiam atan befiempat tinggal di Juvar dserah hokum

b e e 1
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penyidik yang menjalankan pemerksaan terhadap tersangha atao saksi dapal dibebankan
kepada penyidik segala ongkos-ongkos dan biaya pemeriksaannya.

Dengan demikian dimunt beberapa kewajiban dan hak sescorang yang menjadi saksi,
walsupun cemas dan tskut menadi saksi adalash kewajiban yang tentunya sckaligus
didalamnya ada hak-hak vang hares dimiliki saksi,

. Tanggung Jawab (resiko) sebagai Saksi

Telah disebutkan hahwa menjadi saksi adalah merupaksn kewnjiban dan hak.
Tentunya di dalam kewsjiban-kewajiban tersebul dimuat beberapa resiko yang harus dipikul
oleh saksi apebila kesaksian yang diberikannya tidak sesuai dengan kenyatsan dengan apa
vang ia lihat, perhatikon dan alami sendiri.

Seorang yang secara jelas dam nyata memberikan kesaksian palsu, maka ia akan
dikenakan risiko scbagai mana yang disebutkan di dalam pasal 174 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana sebagai berilo ;

I Apabila keterangan saksi di sidang disangka paku, hakim ketus sidang memperingatkan
dengan sungguh-sungguh kepadanya agar memberikan keterangan vang sehenamya dan
mengemukakan ancaman pidana yang dapst dikenskan kepadanya, apabila ia tetap
memberikan palau,

2. Apabila saksi letop pada keternngannya itu, hakim kerua sidang karena jehatannya atau
AlEs pErMintaan penuniul wmum atau erdakown, dapat memberi perintah agar supaya
saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

kesengajaan menberikan keternngan pabu dalam hal scsustu undang-undang
menghendaki keterangan itu diberikan di bawah sumpah, menunat ketentuan vang diatur
dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diancam dengan
pidana penjara selama-lamanyn 9 (sembilan) tahun jika kesakeian palsu ity merygikan orang
vang dindukon staw orang yvang didakwa

Dengan demikian, seorang saksi dalam memberikan keterangan hendaknya henar-
benar sesuai dengan apa yang in lihat, perhatikan dan alami sendiri, schingga tidak ada rdsiko
yang harus ditanggung oleh ssksi tersebut. Sedang kesaksian yang tidak benar atsu palsu
yang diberikan oleh sescomng mengakibatkan ia harus menangeung risiko sebagaimans
yang disebutkan dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

7. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Tingkat
Penyidikan dan Sidang Pengadilan

D4 dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi sebagai
alat bukti lah apa vang disaksi nyatakan df sidang pengadilan,

Dart ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP terscbut distas, orang
dapat mengetshui bahwa Undang-undang telah memberikan syarat positip bagl saksi , yakni
bahwa saksi iu harus memberikan keterangan di sidang pengadilan. Ini beranti bahwa
senrung saksi yang hanya dating ke sidong pengadilon tanps memberikan keterangon i
bukan merupakan saksd,

Lintuk menilai kebhenaran keterangan saksi, maks hakim dalam memberikan sumu
pericara harus menyandarkan pada alat bakti yang lain, sekalipun saksi telnh disumpah hakim
tidak harus berpegang pada keterangan satu saksi saja. Dalam hal hakim setelah
mendengarkan keterangan saksi dan menghubungkan dengan alat-alat pembubtian lain
sepenti surat-surst, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah dapat menyimpulkanyang
didiesarkan keyakinan hakim bahwa benar kesalshan terdakwa telah terbukti, maka hakim
dapa membuat kKeputusan yang benar dan adil.
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Memarg tidak dapat dipungkiri peranan saksi dinilai sangat penting sekali untuk
mengunkapkan susty peristiwa pidana guna memberi keyakinan pada hakim dalam
menjatuhkan pulusannya.

Demikian pentingnya peranan saksi ini, sehingga di dalam urutan alar bukti yang
dungkapkan pasal 184 Kiteb Undang-undang Hukum Acara Fidana (EUHAP), keterangan
saksi ity diletakkan pada uratan yang pertama.

Berkennan dengan prinsip hahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah apabila
keterangan tersebut dinyaiakan disidang pengadilan, maka dalam hal penilaian kelerangan
saksi ini hakim dapat melibst langsung imacers dan sikap saksi sewaktu memberikan
keterangan, sehingga dapat memperokeh gambaran secara langsung tentang kebenarzn
keterangan saksi tersebut,

Keraguan saksi memberikan keterangan, gugup serta tidak lancer, karenn pengaruh
dan bujuksn didasarkan padn keyokinan hakim, tentunya hakim dapat langsung menilai
kebenaram kesmksion tersebud,

Kemudian dalam menjatubkan keputusan, hakim akan menilai semua alat-alat yang
sah dengan menyusun dan menggabungkan pada unsur-mnsur perbuntan yang adn, sehinggn
dori dacar dimaksed hakim berkesimpulan bahwa kejahatan vang didalowakan itu terbukti
dengan sah atau tidak. Kemudian apaksh serdakwa dapat dipertanggung jawubkan menuru
hokum pidana atau tidak serta menerapkan pidana apa vang harus dijafuhkan kepadanya
selimpal dengan perbeatannya Tenfunya peranan saksi dalam bal ini sengal mendekung
untuk membern keyakinan kepada hakim.

Dralam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 159 ayar (1) KUHAP
dikntakan bahwa menjadi saksi ity adalsh mempakan salah satu kewajiban dari setiap orang,
Owang vang dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi
menolak kewajiban g in dapal dikenakan pidana berdasarkan kelenfuan undang-usdang
yang berlaku.

Ketenfuan-kefentuan undang-undang vang mengancam dengan pidana lerbadap orang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannys untuk dating schagai saksi atau scbagai ahli,
sedangkan ia telah dipanggil secara sah menunit undang-undang it diancam dengan
hukuman yang ditetapkan dalam pasal 224 dan 522 Kiab Undang-undang Hukum pidam
{KLIHP).

Berkenasn dengan adanva kewajiban inl, meaunjukkan bahwa peranan saksi sangat
mendukung dan memegang peranan yang penting dalam mengungkapican keberanian atas
suaby peristian hukum yang (elah dan akan terjadi.

Satu dan lain hal vang harus diperhatikan, bahwa kelerangan seorang saksi tidak
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbustan yong didakwakan
kepadanya. Apalagi jika terdakwa muongkir ates dakwaan i, Ini berart behwa hakim tidak
boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanys didasarkon kepada keterangan searang
saksi, Keterangan satu saksi harus dikpatkan dengan satu alat bukti yang lain, mislnya
dengan keterangan terdakwa atau dengan keterangan ahli,

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapa saksi dan dibubungkan
dengan alat-alat pembuktian lainnya, seperti surat-suraf, petanjuk dan keterangan ferdakwa
lekah dapal menyimpulkan yang didasarkan atas keyakinan hakim. bahwa kesalahan
terdakwa sudeh terung, maka hakim tidak perlu mendengar semua saksi-sohsl. Akan ietapi
terhistap hal-hal yang meraguken tentang kesalshan terdakwa, maks saksi-saksi yang
meTingankan wajib didengar jugn,

Keternmgan saksi adalab salah satu alat bukti dalam perkam pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiva pidana yang @ dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan atau alami sendid dengan memyebut alasan dari pengetahuannys,
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Tidak setiap kejadian ateu keadaan dapat disaksikan oleh BCOFANG saksi Secara
lengkap, akan tetapi koterangan beberapa saksi yang berdini sendiri dapat digunakan sebagai
alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu nda hubungannya satu dengan yang lain
sedemikian rupa, schingga dapat membenarkan adarya suatu kejadian,

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah babwa semua saksi yang hendak didengar
ketcrangannya di sidang wajib mengucapkan sumpab A jari menunet car agama masing-
masing, bahwa ia akan memberikan ketemngan yang seberarnys dan tidak lain daripada
yang sebenamya (pasal 160 ayat (3) KUHAP),

Keterangan saksi atau ahli vang tidak disumpah atan menguenpkan janji, tidak
disnggap sebagai alar bukti yang sah. Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang
sangal menguatkan keyakinan hakim (pasal 184 KUHAP jo penjelasan atas ayat {2) pasal
161 KUHAP),

Dalam pasal 165 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAR)
disebutkan, bahwa tujusn utama mendengar keterangan saksi idak lain adalah untok
memperobeh kebenaran yang hakiki. Demikian pentingnya kehadiran saksi ini, schingga
peranan saksi tidak dapat dipungkiri Ingi arti dan pentingnya.

Tanpa saksi dan alat bukti yang lin, sulit bagi kita untuk mengungkapkan suaiy
peristiwa pidana secara benar dan objektip. Kehadinn seorang saksi dinilai cukup berarti,
aleh karena memurut ketentuan yang diatur dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum
Acam pidana (KUHAP) discbutkan bahwa seksi dilam memberikan kelerangannya harus
dibebaskan dari tekanan ataupun ancaman, Keterangan saksi harus diberikan secara behas di
semua tingkst pemeriksaan.

[engan adanya tekanan atau arcaman dan sebagainyn, sering menyebabkan saksi
memberikan keterangan yang berlainan daripada hal yang dapat disnggap schagai pikiran
yang bebas. Schingga tidak diperoleh suatu kebenaran yang sejati dari keternngan saksi ind.

Untuk i kiranya peranan saksi demikian penting, dan karénanys saksi harus
ditamin kebebasannya di dalam memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang s
persaksikon.

B, Peranan Saksi pads Proses Pemcriksaan perkara  Pidans pada Tinpkai
Penyidikan

14 dulam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tindakan-tindakan lain
datam rangka pereriksann pada tingkal penyidikas (kepolisian) sehingga hasil pemerikssun
tersebut bevhasil dengan balk, maka yang perlu kita ingat adaksh bahwa saksi tidaklah sama
kedudukannya dengan terdakwa.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun menjadi saksi merupakan kewajiban dan
hﬂ,mmmmmmpmrﬁllmmﬁuumnﬁd:hhnlulmmmkmdui
padanya

Berkenasn dengan prinsip babwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas dan
mnﬂm,mahﬁdlmMmmyHMmmlim bulzh
mengadakan pemaksaan yang mengakibatkan saksi mersss takut schinges memberikan
keterangan yang tdak benar. Apalagi mengadskan tekanan atau hal-kal lain yang bersifag
ancaman, sehingga dapa! mengakibatkan =aksi merasa enggan  stau bahkon dopat
mengundurkan diri dilam memberikan keterangannya.

Proses pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan dimukai dori adanya susty tindak
pidana yang tejadi, baik itu datangnya dari pengaduan ataupun tertangkag tingan dan media
mmndmmhgdmmyjdmmummhmmmmm“sm !
tindak pidana telah terjedi, maka penyidik dapat menanyakan pada si pengadu, spakah ada
siksi dalam peristiwa ini.
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Seandanya benar ada saksi, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ke alamat
si saksi baik melalui si pengadu ataupan langsung, dengan menyebutkan ancaman hukuman
dalam suraf panggilan bagi saksi vang telah dipanggil dengan paut tetapi tidak hadir,

Setelah saksi-zaksi hadir, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap
saksi-saksi ini dengan feliti dan cermal. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, saksi
dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar tentang apa yang ia lihat, dengar dan
alarni sendiri.

Akan tetapl, tidak setiap kejadian atau keadsan dapat disaksikan oleh seorang saksi
secarn lenghkop, Akan tetapi keterangan beberapa saksi vang berdin sendiri dapm digunakan
sebagni alad bukii vang sah jika keterangan saksi ite ada hubungannya satu dengan yang lain
sedemikion mipa, hingga dapst membenorkan adanva suafu kejadian. Bahwa untuk
mengungkapkan suntu tndak pidana secars benar dan objektip pads tingkat penvidikan,
maka peranan saksi sangat banyak pengaruhmyn.

Penyidik tidak hanva bersandar pada aba bukel yang ditemukan semata, akan i=tapi
Sa451 MEMEgANE peTansn vang penting. apakah saksi korban atau saksi vang melihat dan
mcndengar peristiva ifu

Kehadiran saksi pada pemeriksaan timgkst penyidikan akan sangat membantu
penyidik dalam mengungkapkan suaty peristiwa pidana. Sekalipun dalam pasal 116 Kitab
Undang-undang Hukum Acars Pidana (KUHAP) kehadiran saksi di dalam memberikan
keterangan tidak disumpah, skan tetapi keterangan yang disampaikan saksi pada penyidik
merupakan bahan yang berpuna untuk lindakan penyvidiksn suatu tindak pidana.

Penyidik setelah mengetahui adanya peristiwa pidana dapat langsung memeriksa
gaksl, balk i saksi korban atse saksi yang melihat dan mengetahoi ferjadinya tindak pidana
fersebut. Demikian pentingnya peranan saksi pada pemeriksaan tngkat penyidikan. Oleh
karennya, penyhiik harus benar-benar menyadari kehadirin saksi adakh unmk membantu

penyidik delam melakukon tugas penyidikan dan bukan scbagai tersangka atou terdakwa.
Och karena itu, perfakuan yang balk dan memyvenangkan pantas diperfakukan pada wakiu
pemeriksaon saksi,

9. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana pada Sidang Pengadilan
Megert

Selelah penyidik salesai melakukan pemeriksann pendabuluan, maka berkas perkara
tersebut diserahkan kepada pthak kgjaksaan (penontat amum) das biasanyva  diselwst
penyerahan tahap penama,

Kemudian penuntul umum mempelajan berkas perkara tersebut dan apehila belum
lengkap dapat mengembalikannya kepada penvidik untuk dilenghapi, Dan dalam hal
penuntut umum memandang telah cukup, maka penunti umum dapat menenskan perkara
tersebut ke sidang pengadilan.

Langkah selanjutnya adalah penuniul umum menyampaikan surl panggilan kepada
terdakwa ataw saksi. Panggilan tersebut harus sudsh diterima oleh terdakwa ataw saksi tiga
hari sehelum sidang dimukal, Sama halnya dalam pemerikssan pendahulean, maka dalam
pemeriksann di persidangan, para saksi harus diperiksa untuk memberi keterangan. Karena
poranan kolorengan saksi dalam proses pokaa pilena adalab salah sam alar bukt,
ketcrongan mana mengenai tindak pidona yang soksi lihat sendiri, dengar sendiri dan yang
ksl alami sendiri.

Pentingnya saksi ifu diperiksa baik itu di dalam pemeriksaan pendahsluan ataupun
dalam pemerikeaan di persidangan sdalah untuk mendapatlan kebenaran yang hakiki atas
sushn peristiva pidama.
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Dalam pasal 289 ayat (1) HIR discbutkan - “Sesudah sckalian saksi diperiksa, maka
ketun memeriksa orang yang dineduh dengan menyatakan kepadanya segala perihal yang
momberatkan perkaranya yang sudah kedapntan dalam pemeriksaan™ Jadi menwrut pasal 289
ayat (1} HIR terscbut, maka wyang lebih dshulu diperikss dolem suatu findokan pidana
kejahatan adalah para saksi .Akan tetapi, dalam praktek jusstru ferjadi sehaliknya. Artinya,
terdalown vang diperikia leblh dakiols, Bar pars salie.

Bahlean saksi hane diperikea lebih dahuby. Hal ini distur juga di dalam Undang-
imndang Momor £ Tahun 1981 (Kitab Undasg-undang Hukum Acara Pidana), vaitu pazal 160
aval (1) sub b, vang berbunyi ; *Yang pertama-tama didengar keterangannya sdalah korban
yang menjadi saksi”, Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan, bahwa Undang-Undang
Momor 8 Tahun 1981 tersebut mengatur bahwa vang lebih dahulu diperiksa adalzh para
saksi, terutama saksi korban, baru kemudian para terdakwa,

Selanjutnyn di dolam pasal 159 Kitab Undang-undang Hukum scara Pidana
{KUHAP) disebutkan ;

(). Hakim ketsa sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir don
memberi perinteh ustuk mencegah jang sampai saksi bertubungan sat dengan yang
lain sebelum memberikan keterargan di sidang.

(2). Dalam hal saksi tidik hadir, meskipun elah dipengeil dengan ssh dan hakim keges
sidang mempunyai cukp alasan uniuk menyangka bahwa saksi iou fidak maw hadir, maka
hakim keua sidang dapat memwrintahkan supaya seksi werscbut dihadapkan ke
pengadilan.

Bahwa yang dimaksud dalam ayat ind adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi
saling mempengaruhi disntars pama saksi, sehinggs keterangan saksi tidak dapal diberikan
secarn bebas. Semua saksi vang hendak didengar keterangannya disidang pengadilan, wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut carn agamanys masing-masing, bahws f akan
memberikan keterangan yang schenamya dan tidak lsin daripada yang sebenamyn (pasal 160
avai (3) Kiab Undang-undang Hukum Acarm Pidana), Aksn tetapi, jika pengadilar
mengangeap perbu, maka sumpah ataw janji it dapar divcapkan setelah selesai memberikan
keterangan (pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Ketarangan saksi atau ahli yeng tidak disumpah atau meagucapkan janji, tidak dapa
diangeap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetspi hanyalash merupakan keterangan yang
dapat menguatican keyakinan hakim (pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Jjo Penjelasan atas ayat (2) pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang perfu diingat adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Fidana, ketarungan scorang saksi tidak cubousp untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didskwa kepadsnyn (pasal 185 ayat (2) KUHAP). Asas ini
dikenal dengan istilan “Unus Testis Nullus Testis™ atau scorang saksi bukan saksi,

Dolam hal keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesiai satu dengan
yang lain, tidak merwpskon alat bukti, Namun spabila keterangan iu sesuai dengan
keternngan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagni tambahan alnt bukti yang
sah (pazal 185 ayat (T) KUHAP),

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapn saksi dan dihabunghan
dengan alat-alat pembektian [innya, seperti sural-surat. pefunjuk dan kelerangan terdakwa
felah dapat menyimpulkan veng didasarkan atas kevakinan hakim, bahwa kesalahan
tcrdakwa sedah ferang. maks hakim tdak perlu mendengar semua saksi-saksi. Akan tedapi
terhadap hal-hal yang meragukan tentang kesalsh terdakwa, maka saksi-saksi yang
meringankan juga wajib didengar keterangannya.

Berkaitan dengan peranan saksi ini pada pemeriksaan di sidang pengadilan undang-
urdang tidak menjelaskan tentang peranan kekustan pembultian dan keterangan saksi i,
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dan tidak menjelaskan apakah keterangan saksi tersebat dapat dipandang sebagai als bukti
vang sah yang dimaksu dalam pazal 184 ayat (1) huruf s KUHAP,

Di dalam pasal |85 ayat (1) KUHAP dijelaskan, bahwa keterangan saksi alat bukii ialah
apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, Pendapat maupun rekaan vasg diperoleh dari
hasil pemikiran sajo, bukan merupakan keterangan saksi.

Penilaion atas peranan kekuatan pembuktian dan kesaksian dakam seliap perneriksaan
perkara pidana hans dilakukan oleh hakim dengan arif lngi bijaksana, setelah ia mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati mureni dan
perasaan hokumnya,

Setelah pemeriksaan sidang seperti diuraikan di atas selssai, maka hakim ketua sidang
selalau masih menanyakan kepada penuntut umum dan terdakwa stay penaschat hukumnya,
apakah ada hal yang periu diutarskan lgi dan jike mereka menjawab tidak, maka hakim
kmﬂquMwnmhmpﬂmpmmwmmm
ketua sidang untuk musawarmh merundingkan dan memikirkan segals sesuatu yang terjadi
dalam sidang untuk kemudian mengambil keputusan, tentunya berdasarkan alat-als bukii
dan kesaksion yang telah diberikan.

Demikias pentingnya keterangan saksi inl dalam proses pemeriksann pada sidang
pengadilan, Tentunya mnpa keterangan saksi dan alat bukti yung lain, hakim tidak dapat
menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang schaik-baiknya.

KESIMPLUILAMN

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuniul dan peradilan tentang suatu perkara yang ia lihat sendidi dan ia alami sendiri
Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara picana yang
merupakan keterangandari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atay
Hhﬁamdhiurmhdmniimﬂﬁdmgmmnﬂmmmiumﬁm.

Peranan saksi dalam membuktikan kebenaran peristiwa pidana sangal menentukan,
Oleh kebenarannya, pembeat undang-undang menempatican keterangan saksi ini pada wrutan
pertama dari susunan alat bukti yang Lain.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus sunggub-sungguh memperhatikan
kebenaran keterangan seorang saksi, baik persesuaianny dengan saksi lain maupun dengan
afal bukti lnin. Di dalam pasal 184 Kitah Undang-undang Hukum Acars Pidana (KLIHAF)
disebutkan susunan alat-alat bukt yang antara lain terdiri dari -

. Ksternngan saksi;

Keterangan ahli;

S-u.l‘a.l;

Predumjuc;

Keterangan Terdakwa;

Apa yang secara umum sudah diketahui don tidak perly dibukitikan.

e

Dan dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Piduma (KUHAP)
ditetapkan, bahwa satu saksi adalah bukan saks dan minimus adanya dua alai bukti baru
dapat dijadikan dasar umiuk memutuskan siaty perkara pidana.

Pada prinsipnys adalah bahwa setigp orang wajib menjadi saksi dengan ancaman
hukuman penjara bagi setiap orang vang telah dipanggil dengan patut tidak hadir untuk
memberikan kesaksian (pasal 724 Kitab Undang-undang Hukum Pidasa (KUHP)).

Semia saksi yang hendak di dengar keterangannya di sidang, wajib mengucaplan
sumpah atau janji menurut cars agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan
ketcrangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau
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ahli yang tidak dsumpah atan mengucapkan janji. tidsk dopat dienggop schagai alar bukti
yang sah, Akan tetapi hamyalah merupakan keterangan yang dapat mengustken keyakinan
hakim.

Telah disebuikan bahwa menjadi saksi adalah merupakan kewajiban, tetapi
disamping kewajibun tentunya ada hak, vaitu bahwa saks dalam memberikan keterangan
tidnk bolch dipaksa, di ancam, spalagi disniaya, tetapi saksi dapat memberikan keterangan
dengan sebebas-bebasnya. Suatu kesaksian vang berdiri sendid dari hanya seorang sake
yang tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lain tidak berlaku sebagei bukti vang sah,

Keterangan saksi baru dapat difjadikan sebagai alat bukti yang sah adalah apabila
keterangan saksi itu memenuhi svarat formal dan syarat materil sehagaimana dimaksud
calam undang-undang. Dalam pasal 165 KUHAP disebutkan, bahwa tujuan uama
mendengar saksi tidak lain adalah untuk memperoleh kebenaran vang hakiki. Dengan
demikian, peranan saksi sangat menentukan. Tanpa saksi dan alat bukti yang lain, sulit bagi
kita untuk mengungkzplkan suatu peristiwa pidana secara benar dan objekiip,

Pentingnmya kelerangan saksi ini dalam proses pemeriksaan lentunya tanpa
keterangan saksi danalat bukti yang fain hakim fidak dapat menjotuhkan putusan berdasackan
kebenaran vang hakiki dan kesdilan vang sebaik-baiknya,
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ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DI WILAYAH NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

Triono Eddy
Staf Pengajar Magister lfmu Hukum

Program Pascasarjana LIMSU

ABSTRAK

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerah vang tidak ternilai
harganya. Pemanfastan maksimal menjadi sebush keharusan daerah tanpa
memperdulikan aspek pendukung lain terutama masalah lingkungan. Banyaknya
perituran dacrah yang difudicial review oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu
indikasinyn. Salah satunya adalah Persturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) No. § Tahun 2014 incntang KEL. Sehingga perlu dilakukan penelitian
Hagaimana schenarnya pengelolaan kawasan ekosistem leuser ing ditinjau dari aspek
stonomi daerah khususnya di dserah NAD. Penelitian ini adalah lanjutan dari
Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005, penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui bahan
primer, bahan sckunder dan bahan tertier Pengumpulan dan analisa data
menggunakan metode kepustakaan dan deskripfif kualitatif, Tulisan ini adalgh
hukum lingkungan yang berhubungan disiplin ilmu lainnya. Dari pembahasan di
dapati perluya Pemerintah NAD untuk meninjau ulang dan mempertimbangkan
kembali kebijakan dan aturan terkait KEL sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah. Eksploitasi
SDA diharapkan tidak lagi berorientasi terhadap profit dari sisi ekonomi, SDA
seharusnya  digunakan  untuk pembangunan  demi  meencapai kesejahteraan
masyarakat. Tindakan nyata, tepat dan cepat harus segera diambil oleh pemerintah
pusat dan pemerintah NAD sendiri lanpa memperhitungkan egosentris dimasing-
masing pihak semata-mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World
Heritage.

Kata Kunci : KEL, NAD, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerzh vang tidak ternilai
harganya bagi sebuah daerah di dalam era otonomi dacrah seperti sekarang ini,
Pemanlaatan semaksimal mungkin menjadi sebuah keharusan dacrsh dalam rangka
untuk meningkatkan pendapatan  asli daerahnya guna untuk  mewujudkan
kesejahteraan masyarakatnya. Namun sayang pemanfaatan ini banyak yang tidak
mengindahkan permasalahan lingkungan yang diakibatkan karenanva. Mulai dari
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasannya longgarnya pemerolehan
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izin  hingga mudshnys  pénerbitan periluran  daerah vang tidak  bercirikan
keberpihakan kepada upaya penyelamatan lingkungan. Hal ini diperparah dengan
ketidakjelasan peraturan yang mengatur sehingga terlihat adanva tumpang tindik
peraturan terulama peraluran  yang  berkaitan dengan  hak dan  kewajiban
pemerintahan daerah dan pemerintshan pusal. Hal ini terlihat dari banyaknya
peraturan daerah yang dijudicial review oleh Mahkamah Agung. Salah satunya
adalah Peraturan Gubernur Manggroe Aceh Darussalam (NADY) Mo, 5 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawsasan Ekesistem
Leuser Dalam Wilayah NAD yang digugat oleh WALHI ke Mahkamah Agung
dengan  Nomor Register 42P/HUM/2014 MA Keberadaan pergub ini dinilai dapat
mengancam keberlangsungan ckologi yang ada di dalamnya karcna pergub ini
membuka kesempatan untuk pengalihfungsian hutan menjadi kawasan perkebunan,
pertanian dan pertambangan. Sejak tahun 2006 Pemerintah NAD telah diberikan
keistimewaan wewenang untuk mengatur sendini dacrahnyva, termasuk bagaimana
caranya mengelola kekaysan alam yang melimpah, Otonomi Daerah yang diimpikan
untuk dapat mensejahterakan daerah dinilaj belum mampu untuk memenuhi
landasan filosofis dari otonomi daerab jtu sendiri. Menurut Yayasan Leuser
Internasicnal dan Flors Founa Indonesis, kerusakan hutan NAD Angka rats-rata
setiap tshunnya mencapai 23,124,401 hekiar (2006-2012). Hutan di Kots
Subulussalam telah hancur sekitar 3,946 hektar, Kabupaten Nagan Raya 2,581 .90
hektar, dan Kabupaien Gayo Lues mencakup 2,064 hektar (theglobejournal com)
Selain itu merujuk hasil survei kepada sejumlah pelaky industri kayu di NAD oleh
Transparansi Internasional Indonesia 2013, kerusakan hutan di NAD 99 persen
akibat maraknya pembalakan hutan secara liar (info_jpik.or.id). Oleh sehab iy perlu,
kiranya untuk diketahui bagaimana sebenarmya pengelolaan kawasan ekosistem
leuser ini ditinjau dari aspek otonomi daerah khususnya di daerah NAD,

Metodologi Penclitian

Penelitian ini adalah lanjutan dari Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005
dengan Judul Kajian Hukum Pengelolsan Kawasan Ekosistemn  Leuser Jenis
penelitian yvang digunakan dalam tulizan ini adalah penclitian hukum normarif
dengan menggunakan dana sekunder melalyi bahan primer, bahan sekunder dan
bahan tertier. Pengumpulan dan analisa data menggunakan metode kepustakaan dan
deskriptif kvalitatif. Karena tulisan ini adalah lsan hukum lingkungan vang
berhubungan disiplin ilmu lainnya maka akan dipergunakan ilmu-ilmuy pendukung
seperti ilmu politik, ekologi, ilmu sosial dan ilmuy kebudayaan agar hasil yang
diperoleh dapat memecahkan permasalahan yang ada,

KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

Kawasan Ekosistem Leuser Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera
(MAD dan Sumaters Utara), dengan luas 26 juta hekiar yang sangat kaya
keanckaragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat
hingga pengunungan Bukit Barisan dengan puncaknya Gurung leuser. Kawasan i
meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung
maupun kawasan budidays, Dimana 80 % wilayahnya terletak di Provinsi NAD
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berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 190VKpts-112001 dengan  luas
kawasan hutan dan areal penggunaan lain + 2255 577 Ha, Kawasan ini melingkupi
|3 Kabupaten di NAD (Aceh Barat, Nagan Raya, Acch Barat Daya, Aceh Selutan,
Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggarn, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener
Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Acch Tamiang). (wikipedia)

Topografi yang dramatis membuat fungsi ekosistern kawasan ini sehagai
sistem pendukung kehidupan lebih dari empat Juta orang yang tinggal di daerah
sekitarnya. Ekosistern Leuser merupakan salah samu wilayah konservasi paling
penting di muka bumi. Ekosistem ini merupakan tempat perlindungan terbesar dari
hutan hujan Malesian yang belum terganggu di dunia, Leuser juga merupakan hutan
hujan yang memiliki beragam satwa dan sangal dikenal di dunia ilmu pengetahuan,
scperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan
organisme lain. Leuser juga memiliki jumlsh fauna terbanyak di kawasan Asia,
Ekosistem ini merupakan rumah bagi 105 spesies mamalia, 382 spesics burung, dan
setidaknya 95 spesies reptil dan amfibi (54% dari fauna terestrial Sufatera)
(wikipedia). Hutan ini dianggap sebagai tempat terakhir di Asia Tenggara vang
memiliki ukuran dan kualitas vang cukup untuk mempertahankan populasi spesics-
spesies langka, termasuk harimau, orangutan, badak, gajah, dan macan twiul. Dengan
dua pegunungan dan habitat yang bervariasi, Leuser memniliki banyak fungsi
ckologis, yang salsh satu vang paling penting adalah menyediakan pasokan air yang
konstan ke daerah sekitarmya dan pengaturan iklm setempat. Fungsi lainnya
termasuk pencegahan erosi dan banjir bandang, pencegahan hama, penverapan
karbon (untuk pengaturan iklim global), keindahan alam dan keanekaragaman hayati
yang spektakuler (untuk pariwisata), polensi tenaga air, plasma nutfah (untuk
hortikuliura), penyerbukan tanaman komersial penting, filtrasi debu udara (yang
mengarah ke kesuburan tanah). Meskipun Ekosistemn Leouser bernilai penting haik
sccara lokal maupun global, terdapat tantangan utama vang dihadapi berkaitan
dengan konservasi dan pemanfaatan kawasan ini secara berkelanjutan. Banyak
kelompok memiliki kepentingan di daerah tersebut - yntuk kayu, rotan, satwa liar,
perkebunan, dan  pertanian.  Sementara sebagian  besar wilayah ekosistem
diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi, terdapat juga
perkebunan, konsesi kayu, hutan masvarakat dan beberapa desa-desa terpencil. Data
yang diambil melalui metode penginderaan jarak jauh, yaitu interpretasi citra satelit,
yakni LANDSAT (USGS/NASA) menunjukkan pada awal tahun 2005 luas tutupan
hutan di KEL sebesar 1.982.000 hektar, dan akhir tahun 2009 mengalami deforestasi
schingza luasnya berkurang menjadi 1 946,000 hektar, (greenjournalist.net)

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KFEL

Untuk pertama kalinya, istilah Kawasan Ekosistem ditemukan di dalam
Keputusan Menteri Kehutanan No, 227/1995 yang memberikan hak pengelolaan
KEL kepada Yayasan Leuser Indonesi (YLI) selama tujuh tahun
(hitps://suerdirantau, wordpress.com) Kawasan ying meliputi taman nasional, hutan
lindung, dan hutan produksi ftu dikelola sesuai fungsi kawasan hutan, Pengawasan
pengelolsan KEL dilakukan cleh Kepala BTNGL dan K anwil Kehutanan (wakiu ity
Karwil belum dilikuidasi) dan Dinas Kehutanan,
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Definisi KEL ditemukan di dalam Keputusan Presiden No. 33/1998, vaitu
wilayah vang secara alami terinfegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam,
karakteristik khas dari flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung
keseimbangan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya
sehingga membentuk sstu kesatuan ekosistem tersendini yang disebint Ekosistem
Leuser. Menurut Kepres i, KEL seluas 1.790.000 ha dikelola Pemerintah Pusat
bekerjasama dengan YLl atas dasar Persetujuan Kerjasama Pengelolaan antars
Menhut dan YLI. Kegasama itu mencakup kegiatan perlindungan dan pengamanan,
pengawctan, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Sayangnya,
persefujuan kerjasamn itu (ak pernah ada tapi kegiatan terus berjalan sesuai
interpretasi bahwa Y LI adatah pengelola KEL.,

Setelah dilakukan tata batas di KEL, terbitiah SK Menhut No. 1902001 yang
mengesahkan tatabatas KEL di NAD seluas 2255 577 ha. Sedangkan KEL di Sumut
seluas 394.2%4 disahkan berdasarkan SK Menhut No. 193/2002. Total luas KEL pun
berubah menjadi 2.639.871 ha. Di dalam dua 5K itu disebutkan luas TNGL adalah
602.582 ha di NAD dan 226.903 ha di Sumut. Padahal luas TNGL berdasarkan
penunjukan SK Menhut No. 276/ Kpts-11/1997 adalah 1.094.692 ha. Ada perbedaan
yang signifikan.

Meskipun upaya konmservasi mencakup ekosistem, spesies, dan penetik,
namun peraturan  perundang-undangan  Indonesia  tidak  mengenal “Kawasan
Ekogistem’” sebagai kawanzan konservasi, Undanpg-undang membagi kawaszan
konservasi menjadi Kawasan Suska Alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan
Eawasan Pelestarian Alam (flaman nasionsl, taman hotan raya, dan taman bura).
Adanya keputusan menteri dan keputusan presiden mengenai KEL, tidak seria meria
menjadikan  KEL  scbagai kawasan konservasi. Dengan  demikian, status
perlindungan tetap mengacu pada status kawasan hutan vang ada di dalam ekosistem
tersebul.

Secara mormatif, KEL tidak lebih berupa areal kerja YLI scbagai mitra
pemerintah dalam pengelolzan kawasan hutan, bukan areal edministratif konservasi.
Kawasan konservasi yang beradn di KEL seperti TNGL dan Suaka Margasatwa
Rawa Singkil tetap dikelola oleh Balai TNGL dan BESDA sebagai unit pelaksana
teknis di dalam KEL sebagaiman diatur di dalam UL No. 5/1990 pasal |6 dan 34,

PENGELOLAAN KEL OLEH PEMERINTAH NAD

Adanya Perjanjian Helsinski antara  Pemerintah Bl dengan  GAM
mengakibatkan kawasan leuser vang terletak di  daerah NAD diserahkan
pengelolaannya sepenuhnya kepada Provinsi NAD melaloi Pasal 150 Undang
Undang No,11 tahun 2006, menyatakan:
Pemerintoh  (Imdonesia)  bersedia  wntuk  memberikan  kewenangan  kepada
Pemerintah NAD of dodom mengelola Ekosisiem Lewzer yvang terdapat Jdi wilapah
NAD serta melindungl, menjfaga, melestavikan, merehabilltos] fusgsi wilayvah dan
Hal ini kemudian diinterpretasikan  oleh  Pemerintah NAD  bahwa UUPA
memberikan kewenangan sangat besar kepads Pemerintah NAD dalam mengelola
kawasan hutan i NAD termasuk KEL sehingga Pj. Gubernur NAD menerbitkan
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Pergub No. 52 Tahun 2006 yang membentuk Badan Pengelolaan Kawasan
Ekosistem Leuser (BPKEL) Pergub itu terbit dengan nuansa ketergesaan schingga
tidak menunggu terpilihnya gubernur NAD yang baru, bahkan tanpa ada konsultasi
dengan Balai TNGL yang scbagian besar lokasinya bersda di KEL NAD,

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan KEL Gubernur
NAD kemudian mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser
Dalam Wilayah NAD. Namun pergub ini telsh dijedicial review oleh Mahkamah
Agung berdasarkan tuntutan dan WALHL Dengan adanya putusan ini maka Sesuai
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-112007, Saat ini pengelola
THGL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Departemen Kehutanan vaitu Balai Besar
Taman Masional Gunung Leuser (BBTNGL) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar
{setingkat eselon [I) yang berada di Medan.

Pemerintah NAD sendiri masib beranggapan bahwa Kawasan Ekosistem
Leuser yang berada di wilayahnya masih merupakan kewenangannya sesuai dengan
amanah Undang-Undang Mo. 11 Tahun 2006 sehingga Peraturan Gubemur tersebut
akan direvisi dan disahkan kembali, Apalagi Pemerintah NAD sendiri telah
mengikat kontrak dengan pikak ketiga dalam sebuah perjanjian perdagangan karbon
di kawasan ekosistem leuser torsebut. Pedjanjian ini merupakan perjanjian Investasi,
Lisensi dan Bagi Hasil di Kawssan Ekosistem Leuser (Leuver Ecosystem
Invesiment, Licensing and Bemeflt Sharing Agreement) cmtara pihak  Forest
Landscape  Development  Limited (FLD) dengan Badan Pengelola Kawasan
Ekosistemn Leuser (BPKEL) dan Pemeriniah Provinsi NAD, Dalam perjanjian ini,
FLD akan melakukan sejumiah kegiatan investasi jangka panjang senilai US $ 300
Juta yang dinamakan Proyek Ekosistem Leuser melalui serangkaian kegistan dimana
FLD pada intinya akan mendirikan berbagai badan usaha vang berwawasan
lingkungan didalam dan diluar KEL, melakukan kegiatan pengurangan deforestasi
dan degradasi hutan (REDD) di KEL, termasuk juga kegiatan rehabilitasi, dimana
FLI} sebagai mitra ekslusif untuk kegiatan hak karbon dan kegiatan lainnya,

Selain mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014, Pemerintsh NAD Juga
mengeluarkan Fergub No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana
Wilayah dalam mendukung kewenangannya pada KEL. Pergub ini juga digugat
WALHI untuk dijudicial review oleh Mahkamah Agung karena disinyalir Pergub ini
telah melanggar beberapa  peraturan perundang-undangan  distasnys terutama
Undang-Lindang Mo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh dan Undang-
Uindang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (UUPA) itu sendiri. Secara
khusus dalam Pasal 149 disebutkan bahwa :

(1) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan
pengelolaan lingkungan hidup secara terpade dengan memperhatikan tata
ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati,
sumber daya buatan, konservasi sumber daya slam hayati dan ckosistemnya,
cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak
masyarakal adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejuhieraan penduduk,

JURNAL DOKTRIN VOL.3 No.& JULI 2015 46



Fricng Eddy

(2) Pemerintah, Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban
melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman MNasional dan
kawasan lindung.

(3) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupatenkota berkewajiban mengelola
kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.

(4} Pemecrintah NAD dan pemeriniah kabupaten/'kota wajib mengikutsertakan
lembaga swadaya masyarakal yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan
pelindungan lingkungan hidup,

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur
pengadilan atau di luar pengadilan.

(6) Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2}, avat
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

Pemerintah NAD dinilai banyak mengeluarkan peraturan deersh yang
bukannya menyelamatkan KEL malah memperburuk keadaan vang ada disana.
Terdapatnya dualisme kewenangan pengelolaan kehutanan berdasarkan UL No. 41
Tahun 1999 dan kewenangan Pengelolaan kehutanan berdasarkan Undang-Undeng
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah ditambah lagi dengan adanya hak
masyarnkat adat melalui keputusan MK No. 35 Tahun 2012 menimbulkan kerancuan
tentang siapa yang paling berwenang terhadap kawasan ekosistem leuser di wilayah
NAL ini. Pemerintah NAD dinilai sangat longgar dalam pemberian izin terutama
dalam hal pengalihan lshan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian dan
pertambangan. Mengacu ke data Kentor Administrasi lzin Propinsi NAD, pada
tahun 2008, 201 perusahaan mendapatkan hak menggunakan lahan dan tanaman
perkebunan. Areal konsesi mencakup 540.839.955 hektar atau 9,42% dari total
hutan Aceh. (theglobejournal.com)

Maka tidak heran berdasarkan catatan Walhi NAD, di tahun 2014 telah terjadi
berbagai macam bencana ekologis di sekitar KEL, mulai dari loagsor di daerah
Gayo Lues menuju Takengon, amukan satwa gajah di pemukiman warga Aceh
Tengah, kebakaran lahan di Gayo Lues, hingga kekeringan lahan dan kabut asap di
Aceh Singkil. Bencana-bencana ekologis ini terjadi di dasrah yang masuk ke dalam
KEL itu sendiri. Belum lagi kasus perambahan hutan yang kerap dilakukan secara
ilegal, seperti yang terjadi di Gayo Lues,

PENUTUP

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semun benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup serta perilakunya. Inilkah vang harus dijaga keutuhan
harmeninya, Hal terscbut akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terbukti pengabaian terhadap
pentingnya menjaga lngkungan, pada akhimya berakibat timbulnya konflik sosial
maupun  konflik lingkungan. Hal ity seperti adanya ketimpangan struktur
penguasaan serte masyarakat asli yang berdomisili di wilavah sumber daya zlam
merasa ditelantarkan.
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Eksploitasi SDA masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi, SDA
seharusnya  digunakan untuk pembangunan  demi  mencapai kesejahteraan
masyarakat. Kenyataannya, eksploitasi hahan ambang dan  logging hanya
menguniungkan  schagian elite.  Aspek linghungan hidup  vang seharusnya
diperhatikan  banyak  diabaikan, Fakta menunjukkan  hahwa terjadi
ketidakkeseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalak lingkungan
hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya,

berwenang mengatur dan mengurus dacrahnya sesuai aspirasi dan kepentingan
masyarakntnyn sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan
kepentingan umum, Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada
Dacrah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemecrintah Pusat
dalem membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sehaliknya
Dacrah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda LIETT AT
kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan masional, Dengan
demikian akan tercipla keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan
tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam menyelenggarnan
pemerintahan sacara keseluruhan, Ada beberapa tantangan bagi pemerintah NAD
sebagai daerah otonom dalam menghadapi persoalsn ini, Tenty suja uniuk

investor, perlaban-lahan sumber daya alam akan rusak dan tercemar di lahan
konsesi, akan memicu perubahan iklim serta konflik lahan yang tidak berkesudahan,
Untuk itu Pemerintah NAD harus meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali
kebijakan dan aturan terkait pembangunan sesuai dengan Peraturan Menter; Dalam
Negeri No.53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Tindakan
nyafa, tepat dan cepat harus sepera diambil oleh pemerintzh pusat dan pemerintah
NAD sendiri tanpa memperhitungkan egosentris dimasing-masing pihak semata-
mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World Heritage.
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PIDANA MATI MENURUT PEMAHAMAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA

Ismaidar
Doeen Fakulias Hulum
Liniversitas Pembangunan Pancabudi
iamaidarismarihah [T 1]

ABSTRAK

Sebenarnya tujuan dari pidana it sdalah ustuk mencegah timbulnya kejahatan don
pelangearan. Kejahatan-kejahatan vang berat dan pidana mat! dalam sejarah hukum pidana
adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam
KUHF Indoresia yang mengancam kejshatan-kejahatan herat dengan pidana mati,

Wiaktu berjalan terus dan di pelbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan
baru, Oleh karena itu tidaklsh mengherankan kalau temyata sejarah pemidanaan dipefbhagai
bagian dunia mengungkapkan fakta dan dala yang tidak sama mengenai permasalshan
kedua komponen tersebut distas. Dengan  adanva pengungkepan fakta dam  dats
berdasarkan penclitian sosio-kriminolegis, maka harapan yang ditimbulkan pads masa
lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-
kejshatan yang berat dapat dibasmi, dicegah ataw dikurangkan, temyata merupakan
barupan hamga helaka,

Sejerah hukum pidana pads mass lampau mengengkapkan adanya sikap dan
pendapat seslah-olah pidana mati merupakan obet yang paling mujarab terhadap
kejuhatan-kejahatan berat ataupun terbadap kejahatan-kejahatan lain. Dalam pada it
bukan saja pada masa lampau, sekarong pun masih ada vang melikal pidans mati
sebegai obat yang paling mujarab unsuk kejahatan,

Indonesin yang sedang mengadakan pembahanuan di bidang hukum picdamanya, juga
tidak terlepas dori persoalan pidans mati ini. Pihak pendukung dan pementang pidana mati
yang jumlahnys masing-mosing cukup bessr, mencoba untuk telap mempernahankan
pendapatnya. Hal i tentu sajo akas membawa pengarub bagl rerbentuknya suatu Kitab
Undang-Undang Hubum Pidana Indonesio yang barw, bustan bangsa sendiri, yang
telak lnma dicita-citakan.

PENDAHULUAMN

Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan sesecrang dimasyaraket,
terutuma bila menyangkut kepentingan henda hukum vang paling berharga bagi kehidupan
bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekasn atan kebehasan,

Fada masa sekarang ind telah umum diterima pendapat hahwas yang menjatubkan
pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantarsan alat-alat hukum pemerintah.
Pemerintah dalwm menjalankan hukum pidana selalu  dihadapkan dengan  suatu
paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut = "Pemerintah
mégra harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi mansia tidak
disinggung dan tetap dihormati, Tapi kadang-kadang scbaliknya. pemerintah negara
menjutuhkan hukuman, dan justre menjatubkan hukuman it maka pribadi manesia
tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarskan,
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Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia
terhadap  serangan siapapun jugs, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negam
menyerang pribadi manusia vang hendak dilindungi dan dibela it

Dafam hukum pidana dikena! beberapa teori mengenai tujuin pemidanaan, antasa
kain, teori sbsolut (leori pembalasan), teori relatif (teori prevensi} dan teori gabungan,
Teori absolut (permbalasan) menyatakan bahwa kciahatan sendirilah yang memosat
angsir-anasir yang menunnnt pidans dan yang membenarkan pidana dijatuhkan Teor!
pembalasan ini pada disarmya dibedakan atas corak subjektifl yang pembalasannya
ditujukian pada kesalahan si pembuat karcna tercela dan corak objektit yang pembalasannya
ditujukan sekedar pada perbuatan spa yang telah dilakukan ofang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dasi pemidenzan pada pertahsnan tata
tertly masyarakat. Oleh sebab itu tujoas dari pemidannan adalah menghindarkan
{prevensi) dilskukannya suatu pelanggaran hukum, Sifa prevensi dan pemidanaan adalah
provensi umum dan prevensi khusus, Menurat  teori prevens! umum, tujuan pokok
pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegshan yang ditujukan pada khatayak ramai,
kepads semua omng ogar supaya tidak melakukan pelangparan terhadap ketertiban
masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, vang menjadi tojuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan menunut konsep Rancangan KUHP 2008 dinvatakan dalpm
pasal 54, adalah sebagai berikut:
(1 Pemidansan bentujuan:
8. Mencegah dilakukennys tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
Pengayoman masyarakai;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mergadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang balk dan berguna;
€. Menyelesaikan konffik yang ditimbulkan oleh  tindak pidena, memulibkan
keseimbangan, dan mendatangikan rasa damai dalam masyarakat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanann tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
mantabat manusia,

Penjelosan Pasal 54, yaknl Ayat (1) Pemidanaan merupakan suaty proses. Sebelum
proses ini berjalan, pernnan hakim pentlng sekali, Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang
terdapat dalam persturan  perundang-undangan dengan menjatubkan pidana terhadap
terduduh dalam knsus tertenin. Ketentuan dalpm pasal ini dikemukaken wjuan dari
pemidanaan, dan resosialisasi, pemenchan pandangan hukum adat, scria aspek psikologis
unfuk menghilangkan rass bersalah bagi yang bersangiutan, Ayat (2) Meskipun pidana
pada dasamys merupakan suaty nestapa, mamun pemidanasn tdak dimaksudkan wntuk
menderitakan dan tidak merendahkan martshat manusia,

Keseluruhan teori pemidanaan haik ying bersifal prevensi umum dan provensi
khusus, pandangan perlindungan masyarnkat teos kemanfastan, teori keseimbangan
yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia Faupun teori resosialisasi sudah
tercakup didalamnya.
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Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanssn tersebut hanus tercakup  dug
hal, yaitu pertama harus sedikit banyak e mpLEE upimrmpsym-a&al Yang menuntut

harus tercakup mujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan
bearus dinrahkan untuk memelihara dan memperiahankan kesatuan masyarakat,

KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. PIDANA MATI DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Pidena mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia, Berbagai macam
delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Carn melaksanakan pidana mati jugn
bermacam- macam: ditusuk dengan keris, ditengeelamkan, dijemur dibawah matahari
hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan Iain-lain,

4 Aceh seorang isiri yang berzingh dibunuh. D Batak, jika pembunuh tidak
tembayar vang salah dan keluarga dari vang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati,
maka pidana mati segera dilaksannkag, Demikian pula bila Mescorang melingear perintak
perkawinan yang eksogami,

Kalws di Minangkaban menarut pendapat konservatif dari  Datuk Ketemanggungan
dikenal  hukum  membalas, sispa  yang  mencurahkan darah Jjega dicurnhkan
darahnya  Sedangksn di  Cireban penculik-penculik  atan  perampok wanita apakah
penduduk asli atau asing yang mencubik atan menggadaikan pada orang Cirebon dianggap
kejahatan yang dapat dipidana mati. D Bali pidann mati juga diancamkan bagh pelaky
kawln swmban Dikalangan suky dari Tenppars Kalimantan orang yang bersumpah palsy
dipidana mati dengan jelan ditenggelamkan, Di Sulawesi Selntan pemberontakan terhadap
pemerintah kalall yang bersalah tak maau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia bojeh
dibunuh oleh setiap orang.

Di Sulawesi Tengah SCOTANE wanita kabisenva saitg seOrang wanita  yang

Di Pulay Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diber; makan,
pencuri itu ditkat kaki tanganmya kemudian ditidurkan di bawah matakari hingga mati, [
Mias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan vang scbagai harga darsh pada
keiuarga korban, maka pidana mari diterapkan,

Di pulna Timor, tap-tiap kerugian dari kesehatan atan milik oring harus dibayar
#tau dibalaskan, Balasan itu dagat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampamg terdapat
hebempa dalik yang diancamkan dengan pidana matj vaitu pembunuhan, delik salah putih
{ zinah antara hapak atau ibu dengan anaknya dl3U antars merfua dengan menanta dsb) dan
berzinah dengan istri crang lain.

Dengan melihat uraizn diatas depat disimpulkan bahwa suku-suky bangsa Indonesa
telah mengenal pidans mati Jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa
Belanda dengan WyS.nya yang memperkcnalkan pidana mari jy pada bangza Indonesia

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama
Qishash. Pandangan [slam teshadap pidans mati tercantum dalam Surat AlBaQarah ayat
178 dan 179, yang terjemahannyn sehagai berikut,

Ayat 178: "Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan  atasmy (ishash
berkenaan dengan vrang-orang yang dibunuh; orang merdeks dengan orang merdeka,
hamba sshaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maks barang siapa yang
mendapitl suaty pemaafan dari saodary terbunuh, henduklsh (yang memaalkan) mengikut]
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar divah kepoda pitak
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yang memberi meaf dengan cara yang baik (pulal Yang demikian itu adakah saty
keringmnan  hukuman yang telah dilsyarakatkan Tuhsnmu, sementars untukmu adalah
menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa vang
pedih,”

Ayat |79 0 * Dalam hukum Qishash ity ada {jaminan} kelangsungan hidug, hai
Ofang-orang yang berakal, supays kamu bertakwa®. Qishash dalam hukum Islam adalah
hukuman bunuh yang harus dilsksanakan terhadap diri sescorang yang telah melakukan
pembunuban. Tap! hukum ini tak hars dilaksanakan, dengan kata fain hukum ini dapat
gugur manakzla ahli waris yang terbunuh memberi manf kepada pihak yang membunuh
dengan membayar suatu divah. Diyah adalah hukumon deada yang disetujul oleh kedua
belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, spabila ahli waris yang terbunuh memaafkan
si pembunih dari hukuman Cishash,

B. PIDANA MATI DALAM FPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsal Pidana Indomesia mengatakan balwa KLUHP

[ndonesia  membatasi  kemungkinan dijamhkannya pidana mati aras beberspa kejahatan

yang beral-berat sajn. Yang dimaksudkan dengan kejuhatan-kejahatan yang berat it ndalakh :

1. Pasal 104 {makar terhadap presiden dan wakil presiden)

2. Pasal 111 aym 2 (membujuk pegara asing untik benmusuhan wnu berperang, jika
penmusuhan it ditakukan atau jadi perang)

3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)

4. Pasal 140 ayar 3 (makar lerhadap raja atam kepala negara-negaras sahabat yang
direncanakan dan berakibat maut)

5. Pasal 340 (pembunuhan berencans )

6. Pasal 365 aymt 4 (pencurian dengan kekerssan yang mengakibatkan luka berat atm
rmati)

7. Pasal 36% ayst 2 (pemcrasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau
rrati)

R Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungal yang mengakibatkan kematian).

C. PIDANA MATI DALAM RANCANGAN KUHP

Dalam pidato pengukubannys schagai gury besar di Semarang tahun 1990 Muladi
menyatakan bahwa  hakum pidana tidak bwleh hanya berorientasi pada perbuatan
mianusia sja (deadsrafrecht), sehab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak
manusiawi den mengutamakan pembalasan. Pidana hanys diorientasikan pada pemenuhan
unsur tindak pidana didalam perundsng- undangan,

Hukum pidana juga tidak benar apabila hanys memperhatikan si pelaku saja
(dadersrafrechy), sebab dengan  demikian penerspan hukum pidana akan berkesan
memanjakin penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaity kepeatingan
masyariakat kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidans,

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidann harus
melindungi pelhagai kepentingan diatps, schingga hukum pidana yg dinnut harys dhasnc-
daderstaftecht. Gambaran tentang penerapan teori integragil datam pemidannan nampak
dari pemahaman Tim Perancang KUHP MNasional dalam merumuskan pidana mati dalam
konsep KUHP baru.

Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia fermasuk
kelompok retensionis terhadap pidana masi, de jure dan de facig, Masalahnya adaiah
bagaimana caranyn menjaga keseimbangan perssaan anlara kaum retensionis dan kaum
abolissonis di kalangan masyarskar yang di Indonesia yang masing -masing jumbzhrya
sangat banynk.
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Sehubungan dengan kenyaiaan diatas, konsep rancangan  KUHP mengehmrkan
pidana mati dari siclsel pidana pokok dan mencantumbannya sehagal pidana pokok vang
bersifut khusus stzu sebagai pidans eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari
paket pidana pokok dipandang penting, korena merupakan kompromd dari pandungan
retensionis dan abolisionis.

Dalam konsep Rancangan KUHP 2008 wrdapat beberapa macam tindak pidana vang
diancam dengan pidana mati, antara lain;

I. Undang-undang  Momor 5 (FATPS) Tentang Wewenang Sakra
Agung/laksa Tentara Agung dan feniang  memperberar ancaman Ak
terhadap tindak pidarna yang membahuyakan pelaksanaan perlenghapan sandang
Frtgha.

£ Undang-sndang Momoer 21 (Prp) Tahun 1959 Temtang Memperbernt Ancaman
Hukuman Tindak Pidana Fikonami.

3. Undang-undang Momor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok.

4. Undang-undang Momor 11 (PNPS) Takun 1953 Tentang Pemberantnsan Kegiatan
Subverss,

3. Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 195] temtang  Perubakan Ordomape
Tiidelijhe Bifrondere Starfibepalingen dan Undang-undang RI terdabulu, yain
Undang-undang Momor & Tahun 1948,

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubakan atas Undang-Undang
Nomor 3| Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koripsi,

7. Undang-Undang Nomor § Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan pidina

pokok mati, sewmur hidup, penjara, kurungan dan

a. denda.

Undang Momor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahuns 2000 tentang Penigadilan Hak Asasi

Manusia

10, Timbak pidana terorisme distur datam Undang-Undang Momor 15 Tahun 2003
temang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan tindak pidana pembunuban berencasa difiadakan. Menurut
penjebisin konsep Rancangan KUHP 2008 hal ini member! kebebasan kepada
hakim dalam rangka mempertimbangksn ads tidakmys unsur berencana yang
acapkali sulit dibuktikan Dengan demikisn hakim akan lebib mengutamakan wvhuk
mempertimbangkan motif, cars, sarna atau spaya membuench dan akibag sertn
dampaknya sualu pembunuhan hagi masyarakat.

D. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PIDANA MATI

Pidana mati sebagai zalah satu jenis pidana yang paling kontroversial selaly mendapat
sorotan dari berbagai kalangan di selurub dunia. Bermacam-macam pendapat dan alasan
dikemukakan uniuk mendukung dan menentang pidana mati, T4 Indonesia vang berlaky
KUHP bustan pemerintah Belanda sejak |

Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana
pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tabun 1870, Hal
tersebut tak dilkuti di Indonesia karena kesdsan khuses di Indonesia menumul Supaya
penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati,

De Bussy membels adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di
Indonesia ierdapat suatu keadaan yang khusas, Bahaya terhadap gangguan YAng sangnt
terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Jonkers membela pidana mati
deagan alasan bahwa walsupun ada keberatan tertadap pidana mati yang seringkali dajukan
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adalah bahwa pidans mati fu tak dapat ditarik kembali, apsbila sudah dilaksanakan dan
dinkui bahwa ada kekhilafan atan kekelirusn dalam putusan hakim, lalu tak depast
diadakan pemuliban hak vang sesungguhnys. Terhadnp orang mati Letidakadilan yang
dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi_

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bohwa pidana mati adalah susty alat pembersih
radikal yang pads setiap mass revolusioner kita dapat mengguniakannye. Richon  van
Tselmonde menyatakan : saya masih selain berkeyakinan,

bahwa ancaman dan pelaksanasn pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan
masyarakat yang teatur, baik ditinjou dari sudut keputusan hakum maupun dar sudut
lidak depat ditadakannya, kedus-duanya jure divino humane. Pedang pidana seperti juga
pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban in! tak dapat diserahkan begitu saja
Tap! harusiah dipertahankannys dan juga digunakanmnya

Lombrosse dan Garofale jugs termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka
berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang hares ada pada masyarakal untuk
melenyapkan individa yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi. Parn sarjana hukum di
Indonesia juga ads yang mendukung pidana mari,

Driantaranys adalsh Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana
mati dengan maksud untuk menjage sewakiu-waktu kita membutuhkan masih tersedia
Sebab belisu menilai kalou scscorang penjahat sedah terlalu keji mnpa perikemanusiaan |
pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalow bukan pidana mati. Sedangkan Cemar Seno Adji
menyatnkan bahwa selams negara kits masih meneguhkan dir, masih bergulat dengan
kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, seluma tata ertib masyarakat dikscaukan dan
dibahayaksn oleh anasir-anasir yang tidak mengonal perikemanusiaan, i masih micrnerbukan
pickana mati,

Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanasn pidana matf sebagai suatu social
defence. Pidana mati adalah sustu pertahanan sosial uniuk menghindarican masvarakst urmam
dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi  yang
akan menimpa masyarakat vang telah atau akan mengakibatkan  kesengsaramn  dan
mengganggui  kefertiban  serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulin - manusia
bermasyarakat dan bergama.

Adanys bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan  besar yang menimpa dan
mengancam kehidupan masyarakast, memberikan hak pada masyarakat schagal kesatuan
untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjota, salah
satunya adalah pidana mati.

Bila pidena mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap
mempertahankannya, maka la jugn mendapat penentang yang semakin hari semiakin banyak
jumlahnya. Yang dianygap schagai pelopor dari gerakan anti pidana mafi ini adalah Beccaria
dengan karangannya yang terkenal Dei Delitti E Delle Pene [ 1764), Yang menyebabkan
Becearia menentang pidina mati ialash proses yang dijalenkan dengan cara yang amat
buruk terhadsp Jean Callas yang ditudub telah membunuh anaknya sendiri, Hakim
menjatubkan pidana mati fapi Voliaire kemudian dapat membuktikan bahwa Jean Calias
tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupaun demikian ia telah mati tenpa salah,
akibat pidana mati yang dipeckenankan pada wakts it

Becearin menunjukkan adanya pertentangan antars pidena mati dan pandangan
negira scsuai dengan dokirin Contra Social Karenn hidup adalsh sesuatu yang ok dnpat
dihilangkan secara legal dan membunuh adalah fercela. karena pembumnidian yang manapun
juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalzsh immoml dan makanya tidak sah.

Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menuninkan wibawa pemerintah,
pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahnnya.

Menurul Roling, pidana mati justra mempunyai dave destruktif, vaitw hiln negara
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tdak menghormati oyawa manesia dan  mengangeap tepal unduk dengan tenang
melenyapkan nyawa scseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurmng palelah
lormat orang pada nyswa manusia Disamping i adalagi sustu bahaya, wyaitu bakwa
perbuatuan membunub oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.

Erncst Bowen Rowlands berpendapal bahwa pidana mat! tidak dapal diperbaiki
kalau seorang hakim telah kelira dan pidana mat! welah dilaksanakan, tak pernah kehidupan
dikembalikan pada yang dipidana mati.

Von Hentig menystakan bahwa pengarub yang kriminogen pidana mati iu terutama
sekali disebabkan karena telah memberikan suaty contoh yang |elek dengan pidana mati
tersebut. Sebenamys negars yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam
keadasn apapun. la menambahkan bahwa dengan menahan sescorang dalam penjara, ki
mengadakan suams eksperimen yang sangst berharga. Hal ini 1ok mungkin ditemukan pada
pidana mati,

Is Cassulto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesokaran-kesukaran yang
serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan wang tak mungkin
dapat diperhaiki,

Damstee menyatakan bahwa "saya tak merasa perlu pidona mati, saya ik percava
kegunaannya, malah saya percaya keburckannva. Dan  kalan pemerintah - melalui
pembunubian. maka ia merendabkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjerkan
Janganiah engkau membunub. Dengan membunuh fa membangunkan naluri yang jahat
Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidann mati dikecam bahwa disini masih ada
orang-orang biadsh dan angpots-anggola masyarakar jiv tak akan meninggalkan sifal-sifat
bisdabanya, ™

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidsk membawa
nestaps yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lapi. Jadi pidana mati sama
bukan pidana, bahkan bukan juga susy pidana yang ringan. Leo Folak berpendapat pidana
miati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mat i dianggap sebapai suatu dosa kekeliruan besar
dalam penetspan pembalasan yang sdil,

Diantara sarjana hukum Indenesia yang menentang adanya pidana mati adalah
Rosstan Menurut belisn bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang
merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekasn dan harta kekayaan sescorang
sajalah yang dipandang sebagsi pidana. Selanjutnya belisu menyatakan bahwa karena
orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati iny, sehinggs berieut-rr branyak
negara beradab vang menghapuskannya,

Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidans adalsh memperbaiki individy yang
melakukan tindak pidana disamping melindungi masyaraicat, Jadi nyata bahwa dengan
adanya pidana mati bertentangan dengan salah sam ujusn pidana yang disebutkan tadi.

J.E Sabetapy juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun terbatas hasys
mengenai pembunuhan berencana, Dalam desentasinya vang besjudul Swair Swdl Khusas
mengenal Ancaman Fidama Mati Terkadap Pembunuhon Beremcana, belisn memberikan
hipodesa :

|. Acaman pidsna mati dalam pasal 340 KUHP dewasa ini dalam prakitek merupaksn
suamu ketentuan abolisi de facto

2. Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUMP fidak akan mengenal  sasarannya
selama ada berapa faktor sepenti lembaga banding, lembagn kasash, lembapa prasi,
kebebasan hakim dan “shame culfure™

3. Dari segi kriminologi sangat dirngukan manfaat pidana mati.
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KESIMPULAN

. Dunia internasional juga memtjukkan perhatian terhadap ancaman pidana mat! ini,
Pada tahun /957 di Syrscuse, Ialia telah dilakukan suaty Konferensi Internasional
tentang pidana mati. Dalam konferensi tersebut ansmra lain dibahas tentang pelbagai
pengaturan pidann matl dipertbagal negara di dunia. Gambaran lentang hal ini adalsh
sehagai berikut : (a) Megara yang sama sekali menghapuskan pidana mati 32; (h).
Megara yang mengancamkan pidann mati henya untuk kejahatan-kejahatan tertentu
dalam keadaan dibawsh hokum militer atou karena kongdis) negara) 18; (¢} Mezars
yang termasuk kelompokabolisionds defacto 16 id) Negara yang termasuk kelompak
redensionis termasuk Indonesia 110,

2. Masalah pidana mati didusie, termasuk di Indenesia, adalah merupakan
realitas, vang keberadaamnya tidak terlepos dari nilmi-nilsi sosial budiya
masing-masing hangsa dan dari sejarah bangss tersebut,

SARAN

|. Pada sust sekarang ini negarn kita masih perlu ancoman pidena yang keras untuk
mengawzl dalam proses  pembangunan negara, maka pidaiss mati masih perly
dipertahankan eksisitensinys dalom sesunan ks pidana i Indonesia, Agar
pelaksanaan pidana mati haruslah hati-hati dan secars selektif diperuntukkan techadap
kejahatar-kejahatan yang berat, dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara,

2. Sarksi pidana maoti sebagni sanksi pidana yang keras dan  kejum, schingya
dalam  pelaksanasnnya  harus memperhatikan prinsip subsidieritas, digunakan
sebagai sarana altimmm remidivm (obat terakhir), penerapannya bersifat eksepsional,
dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat sifat pidana mat sebapai
sanksi pidana non evaluatif
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